BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR §  TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

ﬂ Menimbang : a.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
: dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisien, efektif,
o transparan dan akuntabel;

b. bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas
serta untuk mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu
adanya pedoman pelaksanaan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang

La Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi

~ Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6490);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);




()

Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Utara Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Buton Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton
Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton Utara.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Bupati.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Bupati Buton Utara.
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Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah  Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

Urusan Pemerintahan Pillhan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa Program.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan
dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari
suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik
maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH
adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu
APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan
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Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan
APBD.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan
dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi
biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
Kegiatan adalah bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan
Keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang
dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1
(satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan
melalui kontrak tahun jamak.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan
kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu)
Program.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu
Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu
Kegiatan.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah
dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna
Anggaran.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap
periode

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan
Pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau
untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme Pembayaran Langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah
kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah
Membayar Langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
TU adalah tambahan uang muka yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran
atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari
uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu)
bulan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan
sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
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dipergunakan untuk mengganti UP yang telah
dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan
dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran
Langsung dan Uang Persediaan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan
yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran SKPD yang menyatakan kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa bertanggung jawab atas
kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan APBD ini sebagai dasar
pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
perangkat daerah yang mengakibatkan pembebanan
anggaran pada APBD melalui prosedur penerimaan dan
pengeluaran Daerah.

Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mendorong pelaksanaan penerimaan
Daerah dan pengeluaran Daerah secara tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
serta taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3
Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2023, meliputi:
a. Pendahuluan;
b. Pengelola Keuangan Daerah;
c. Anggaran Kas, DPA dan Surat Persediaan Dana;
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. Penatausahaan Kas;
. Penatausahaan Pendapatan;

Pelaksanaan belanja program dan kegiatan tertentu
. Kelengkapan bukti belanja dan Pertangung jawaban
. Penatausahaan Belanja;

Pembiayaan

Pelaporan; dan
. Penutup;
Penjabaran lebih lanjut Pedoman Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4
Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.
Penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana
dimaksud ayat (2) yang memiliki karakteristik khusus
antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana
Kapitasi, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Dana
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan
serta bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga
dan pendapatan lainnya, penerimaan pendapatannya
dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan
pendapatan dan pengesahan pengeluaran atau
mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
Pagu Anggaran program, kegiatan, sub kegiatan dan
belanja yang ditetapkan dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
Setiap penerimaan dan pengeluaran yang dibebankan
pada APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap
dan sah.
Penerimaan SKPD tidak dapat dipergunakan langsung
untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas
DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

Pasal 5
PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima
atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas
pelaksanaan APBD  bertanggungjawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 6
Dilarang melakukan tindakan pengeluaran yang
membebani APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia.
Dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam
APBD.
Dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur
dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat
pertanggungiawaban;
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani
SP2D;
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu;
g. Bendahara Khusus; dan
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
Dalam hal terkendala adanya perubahan organisasi,
mutasi, atau berhalangan, Bupati menetapkan pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun
anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

Belanja APBD untuk mendanai pengadaan barang dan
jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan yang mengatur tentang
pengadaan barang dan jasa.

Hal lainnya yang berkaitan dengan penyusunan APBD,
Pergeseran  Anggaran dan  Perubahan  APBD
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan khususnya yang mengatur tentang pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.
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Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan, dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1

Maret 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal & -3 - 2023

BUPATI BUTON UTARA,

[ =

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal O -3 - 2023

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH No| Nama | Jabatan
KABUPATEN BUTON UTARA, L M#ardhy | Sekda

m . Bohun fioh pit- 4% i

. ' m__rbqn kbfi tm | L
- ‘f!(dmnklkpagluo' i
MUHAMMAD HARDHY MUSLIM 5w

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR § TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
GAMBARAN UMUM APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang dibahas dan disepakati bersama antara kepala
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam forum persidangan
paripurna DPRD. APBD tahun anggaran 2023 disusun berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Oleh sebab itu, APBD dalam penyusunannya telah melalui berbagai prosedur
baku diantaranya sinkronisasi kebijakan daerah terhadap kebijakan nasional
dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terformulasi dalam bentuk program,
kegiatan dan sub kegiatan serta proporsi pendanaan.

APBD yang terlegitimasi melalui peraturan daerah menjadi induk dokumen
perencanaan tahunan yang wajib dipedomani oleh perangkat daerah dalam
tahapan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Secara umum APBD
memiliki fungsi sebagai berikut:

a. fungsi otorisasi, yakni anggaran daerah menjadi dasaruntuk melaksanakan
APBD pada tahun berkenaan;

b. fungsi perencanaan, yakni anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan/subkegiatan pada tahun
berkenaan;

c. fungsi pengawasan yakni anggaran daerahmenjadi pedoman untuk menilai
kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. fungsi alokasi yakni anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan
lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

e. fungsi distribusi yakni kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan; dan

f. fungsi stabilisasi yakni anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
Daerah.

Dalam tahap pelaksanaan, APBD memiliki dua aspek utama yakni
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan Daerah meliputi
pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan
Pengeluaran Daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran
Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
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Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
merupakan tatanan baru dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang
menghendaki adanya keselarasan akun dan kebijakan mulai dari tahapan
perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
Dampak yuridisnya adalah seluruh regulasi lokal yang telah ditetapkan pada
aspek pengelolaan keuangan daerah harus ditinjau ulang dan dilakukan
penyesuaian.

1.1. Struktur APBD Kabupaten Buton Utara
APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 disusun dan
ditetapkan dengan struktur sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Pajak Daerah
2) Retribusi Daerah
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

b. Pendapatan Transfer
1) Transfer Pemerintah Pusat
a) Dana Perimbangan
- Dana Transfer Umum
o Dana Alokasi Umum
o Dana Bagi Hasil
- Dana Trasfer Khusus
o Dana Alokasi Khusus Fisik
o Dana Alokasi Khusus Non Fisik
b) Dana Desa
2) Transfer Antar Daerah
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2. Belanja Daerah
a. Belanja Operasi
1) belanja pegawai,
2) belanja barang dan jasa;
3) belanja bunga;
4) belanja subsidi;
5) belanja hibah;
6) belanja bantuan sosial.
b. Belanja Modal
1) Tanah
2) Peralatan dan Mesin
3) Gedung dan Bangunan
4) Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
5) Aset tetap lainnya
6) Aset Tak Berwujud
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
1) Belanja bagi Hasil
2) Belanja Bantuan Keuangan

e o
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3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnnya (SiLPA)
2) Pinjaman Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan
1.2. Klasifikasi Belanja Menurut urusan Pemerintahan

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum
daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah
dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian
obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau
antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

1. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib Pelayanan Dasar:
Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
Sosial;

Persandian

R A0 o

2. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib bukan pelayanan dasar:
Tenaga Kerja;
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Pangan;
Pertanahan;
Lingkungan hidup;
Administrasi Kependudukan dan Capil;
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana;
Perhubungan;
Komunikasi dan Informatika;
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Penanaman Modal,
. Kepemudaan dan Olahraga;
Statistik;
Persandian;
Kebudayaan;
Perpustakaan;
Kearsipan.

BODOBErETEIRMO AL OP

3. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan:
a. Kelautan dan Perikanan;
b. Pariwisata;
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Pertanian,;

Kehutanan;

Energi dan Sumberdaya Mineral,
Perdagangan,;

Industri;

Ketransmigrasian.

S0 0 a0

4. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan fungsi penunjang:
Administrasi Pemerintahan;

Pengawasan;

Perencanaan;

Keuangan,;

Kepegawaian;

Pendidikan dan Pelatihan;

g. Pelatihan dan Pengembangan.

Moo op

5. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan
keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara:

Pelayanan umum;

Ketertiban dan ketentraman;

Ekonomi;

Lingkungan hidup;

Perumahan dan fasilitas umum,;

Kesehatan;

Pariwisata dan budaya;

Pendidikan;

Perlindungan sosial

IR0 Q0 o

1.3. Surplus/(Defisit) APBD
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

a. Surplus Anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah tahun
berkenaan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran
pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman
kepada pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja
peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan
sosial diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait
dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

b. Defisit anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah tahun
berkenaan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Batas
maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada
penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. Dalam
hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup
defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman
atau penerimaan piutang

1.4. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur APBD
Penggunan kode rekening pada APBD kabupaten Buton Utara tahun
Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 Tentang tentang klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Secara
umum Kklasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur meliputi:

Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, terdiri
dari:

1.

N

a
b.

PR T A0 CE YIER e A

. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kode
Angka 1;

Urusan Wajib Yang Bukan Pelayanan Dasar Kode Angka 2;
Urusan Pilihan Kode Angka 3

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kode Angka 4;
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kode Angka 5;
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kode Angka 6
Unsur Kewilayahan Kode Angka 7;

Unsur Pemerintahan Umum Kode Angka 8;

ngsi;

Pelayanan Umum Dengan Kode 01;

Ketertiban Dan Keamanan Dengan Kode 03;

Ekonomi Dengan Kode 04;

Perlindungan Lingkungan Hidup Dengan Kode 05;
Perumahan Dan Fasilitasi Umum Dengan Kode 06;
Kesehatan Dengan Kode 07;

Pariwisata Dengan Kode 08;

. Pendidikan Dengan Kode 10;

Perlindungan Sosial Dengan Kode 11.

3. Organisasi

a.

b.

Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:

1) Pendidikan, Kode 1.01;

2) Kesehatan, Kode 1.02;

3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kode 1.03;

4) Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kode 1.04;

5) Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat, Kode 1.05;

6) Sosial, Kode 1.06

Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:

1) Tenaga Kerja, Kode 2.07;

2) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kode 2.08;

3) Pangan, Kode 2.09;

4) Pertanahan, Kode 2.10;

5) Lingkungan Hidup, Kode 2.11

6) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kode 2.12;

7) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kode 2.13;

8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kode 2.14;

9) Perhubungan, Kode 2.15;

10) Komunikasi Dan Informatika, Kode 2.16;

11) Koperasi Usaha Kecil Dan Mennegah, Kode 2.17;

12) Penanaman Modal, Kode 2.18;

13) Kepemudaan Dan Olahraga, Kode 2.19;

14) Persandian, Kode 2.21;

15) Kebudayaan, Kode 2.22;

16) Perpustakaan, Kode 2.23;
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17) Kearsipan, Kode 2.24
c. Urusan Pilihan
1) Kelautan Dan Perikanan, Kode 3.25
2) Pariwisata, Kode 3.26;
3) Pertanian, Kode 3.27;
4) Perdagangan 3.30;
5) Perindustrian, 3.31;
6) Transmigrasi, 3.32;
d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:
1) Sekretariat Daerah, Kode 4.01;
2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kode 4.02;
e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
1) Perencanaan, Kode 5.01;
2) Keuangan, Kode 5.02;
3) Kepegawaian, Kode 5.03;
4) Pendidikan dan Pelatihan, Kode 5.04;

5) Penelitian Dan Pengembangan, Kode 5.05;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kode Angka 6.01;
g. Unsur Kewilayahan (Kecamatan) Kode Angka 7.01;

h. Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol) Kode Angka 8.01.
Sumber pendanaan;

a. Dana Umum (1)

1) Pendapatan Asli daerah, Kode (1.1)

2) Pendapatan tarnsfer, kode (1.2)

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, kode (1.3)

b. Dana Khusus (2)

1) Pendapatan Asli daerah, Kode (2.1)

2) Pendapatan tarnsfer, kode (2.2)

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, kode (2.3)
Wilayah administrasi pemerintahan;

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi
Pemerintahan secara langsung menggunakan kode dan data yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disajikan secara
elektronik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
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BAB II
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah
yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola
Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Pengelola Keuangan
Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai

berikut:

2.1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
di pisahkan, mempunyai kewenangan:

a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di
bahas bersama;

c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRD;

d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

g. menetapkan KPA;

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
pajakdaerah dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang
dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran;

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling
sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara
pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah,
bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau
bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-
undangan;

Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

dan pertanggung jawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada

Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian

internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara
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yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan
uang. Pelimpahan kekuasaan tersebut ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

4. Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah, sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
c. Kepala SKPD selaku PA/PB;

2.2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah terkait dengan peran
dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam
menyusun kebijakan dan mengokordinasikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi:

1) koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

ﬁ 2) koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah;

3) koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD;

koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. memimpin TAPD.

3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.

a0

~ 2.3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
1. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah di atur
dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD;

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan

2. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD bertanggungjawab atas
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah;

3. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
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d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atasnama pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
danpengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan stersebut di atas, terdapat kewenangan lain, yaitu:
mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi
tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.
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2.4 Kuasa BUD

1.

2.
3.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada
kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD;

Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/
menatausahakan investasi,

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban
APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah
daerah;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

k. melakukan penagihan piutang daerah.

4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan
oleh BUD;
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melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi;

menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yang tidak melalui RKUD;

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD;

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa
BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang
kendali;dan

Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,
lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala
daerah

2.5 Pengguna Anggaran
1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a.
b.
e

d.
e.
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menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan,

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,
meliputi:

a.

b
Cs
d
e

menyusun anggaran kas SKPD;

. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
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3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang,
meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD);

Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial,

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang
melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan
pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

5. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai
akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus di
anggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya
kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

6. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA
bertindak sebagai Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

8. PA yang bertindak sebagai pembuat komitmen dapat di bantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat
pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

9. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

10. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat
melimpahkan pada kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA
untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Ao

2.6 Kuasa Pengguna Anggaran
1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit
SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD didasarkan atas
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pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang

kendali.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap

SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah,

dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung

jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya

memungut pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit

SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu

oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas

pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai

tugas:

a. menyusun RKA-Unit organisasi bersifat khusus;

b. menyusun DPA-Unit organisasi bersifat khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang

dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan,;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya;

j- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
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n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih

pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala

Unit SKPD selaku KPA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1.

2.
3.

10.

11

12,

13.

14.

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang / jasa pada kegiatan / sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
kepada PA/KPA

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan ketentuan perundang undangan;

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

Dalam membantu tugas, PPTK SKPD bertanggung jawab kepada PA;

Dalam membantu tugas, PPTK Unit SKPD bertanggung jawab kepada

KPA.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang di

laksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan

SKPD/Unit SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,

besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang

kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya di

tetapkan Kepala Daerah

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan

fungsi;

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat

satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki

kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN

yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA

dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
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3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP LS
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP
TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pemba

6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD
melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM.

7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas
meliputi:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendaharalainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit
SKPD.

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
PPK Unit SKPD.

2.10 Bendahara
1. Bendahara Penerimaan

a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD
selaku BUD;

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah,
menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya.

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan
memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

1) Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;
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15.Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK

yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.

2.8 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

1.

2.

3.

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi

tata usaha keuangan pada SKPD.

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang

BLUD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas

melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus,

dan/atau PPTK;

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti

kelengkapan dan keabsahan.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu

PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan

SKPD.

2.9 Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

1.

2

Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPD;

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian pada kabupaten/kota
di lingkungan Sekretariat Daerah;

b. rentang kendali dan/atau lokasi;

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan,;

4) menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

S5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,

kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan

Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh

kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.

Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling

sedikit meliputi:

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

S) menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif

dengan membuat laporan pertanggung jawaban secara

administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggung jawaban

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional

dengan membuat laporan pertanggung jawaban secara fungsional

atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKDselaku

BUD.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

fungsional dengan membuat laporan pertanggung jawaban secara

fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Penerimaan.

. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk

meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.




0.

P.
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Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan;

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut
Pembantu Bendahara Penerimaan.

2. Bendahara Pengeluaran

a.

b.

PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada

kepala daerah.

Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD
dan SKPKD.

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6) membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional
kepada BUD secara periodik;

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Selain tugas dan wewenang tersebut di atas, Bendahara

Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Kepala Daerah;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

S5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala

daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas

pertimbangan:

1) besaran anggaran;

2) rentang kendali dan/atau lokasi;

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang

meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU
dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;




"addS ereday uesdelayp Sued uesesnuod
dny3un uedusp rtEnsss JueuomOm UBP SEBSN] UEBBUEBSYEB[OW
uerenjoduad ereyepuag mnjuequow sedmiaq Sued rtemedsd

‘ueeleiquiad uerenjaduad
neje/uep eluepq uee[op8uad  SBIIANNQJe  UEMjENSUIUIUWI
Jymun uerena8udd eleyepuag niuequow sedniiaq sued remedad
uesdejsusur yedep ueren[a8uad ereyepuag [nsn seje (43S ereday

‘ueren[aduad ereyepuag epeday

ueyredwesip uep 4MS 3un eped uerenpa8uad seje [guoisguny
ereoss ueqemel 3undduelrad ueiode] jenquiaw ueduap [euolsduny
ereoss qemel 3un33uejlzoq myuequiad uerenaduad eleyepuag
angd nefes

(MIdd epedey uedreduwresip uep 43S eped uerenoduad seje
reuoisdunj ereoss ueqemel sundduelrad uerode] yenquiowl uedusap
reuoisduny ereoss qeme[ Zund3uelioq ueIenPEIUd{ eIERYRpPUIH

Va3l epeday uexreduresip
uep dis yun eped uerenpaSuad seje JrjeISIUIWIPE BIBOIS
ueqemel 3un33uejrod ueiode] jenquow UB3ULIP JHBISTUTWIPE
eredos qemel Jun33uejroq myuequad uerenpSudd eleyepuoag

"Vd epedoy
ueyreduresip uep 43S eped uerenpeduad seje jnernsrurupe
ereoss ueqemel Jun33ueyod ueiode] jenquowr  ue3uap
mensiurupe eredcss qemel 3undduelioq uereneSusd eleyepuag °
‘Teuois3uny uep jnensiurupe eiedss gemel Sundduelioq
njuequad uerenaduod eleyepudg uUep ueIenpedudd eIleyepuag
"Vd3 epedoy elusedn) ueeuesse[ad seje gemel 3unddueliaq
Jnensmulwpe  BIBJAS Njuequiad — uelenpiuad — eleyepuag
ueren[oduad ereyepuag ueduap BIE)IS FUBUIMIM
uep sedn) IIuowW snsnyy Jejisiaq ISBSIUB3IO jIun eIeyepuag
‘snsNYY JejIsiaq 1sesiuedio jiun ereyepuaq uesdejousaul JeIisep
ereday ‘ueduepun-3uepuniad ueinjeiad uenjualoy UBIUSIP rENSIS
snsnyp jejisiaq 1sesiuedio jiun ueynjuaquied jedepls) rey wereq
uerelioq unye)} eped [BUI]SYHD
uep [eurojur ueesyuowad [Isey neje 1s3aloy jeqre eluejaq
uemrequoaduad seje UBIOISS BpUE] jeIns uswnyjop uedeidusw (g
‘uerelroq unye)
eped [eulosi2 uep [eurdjul ueesyLwad [ISBY NEjE ISYII0Y
seje elueaq uemequaduad sele UBNIOIPAUSW UBP BUWLIdUSW (f
{ueq Lrep ISy uawmnjop
neje JUOIJ[e BIEDIS ISYBSUERI} I¥Ng USWNYOp 'wLdusw (g
{1poriad BIBD9S SBY BSHLIDWAW (7
‘yeioe(q ereday ya[o
uesdejoyp Suek yueq yeyrd ue3usp ISBIISUONII UeNYEW (]
:nndrjour eAuure] 3ueuomom Uep SeSN) HI[IUIouI
nmuequod uerena8udd eIBYBpUSg SUuBUIMOM UBP SESN] Ure[es
iporiad ereoos uerenjadusd eleyepuog epeday [euorsduny
ereoos ueqemel Jun33ueirod uerode] uep ydy epedoy
jnensmurupe eredss ueqemel Sundduelred ueiode] jenquiowr (g
uep ‘ueduepun-guepunitad ueinjerad
uenjuoley ueduop rensos yeled uexiojeAuow uep jndunwowr (/,
‘aerefequiad uswnzjop uedexdusa(ay NIPUaW (9
‘aeSuepun-3uepuniad ueinjeiad ueNJUISY
ueBuop tensas epn Sued ydy wep Jedeq yejuiuad sejouswr (g
‘eAueloayIp
Suef n uep dn veyeduwiad seje uerelequiad ueseuesyewW (4

_66_




ueedeiquiad urewouad eueOUAl UEp uejedepuad yolqo uerouLr
gns ueewauad BUBOUAI UBXIBSEPIaq SUmyip ‘getsep yejuLowad
sey ueredsue eped nsew sey snre ueeinlad ueUNSNAUY] q

‘adis
Vdd werep wnjuedrd) Suek euep uesireuad eueOoual UeSUIp IENSOS
uerenjodusad rEUBPUSW WE[EBP BUEBP UBBIPISIASY JmjeSuow jnmun
Jeldeq YejuLowad sey ueredduy unsndAusw g e[S (Idd ‘®B

wnuw Uenjualay |
sey] ueredduy uedellusad ‘7'z

"AdV.L B33 N¥e[as Yeloe( SIS Y2[o Hniasip uep
3dd Y10 uexyesIp ‘g exsue eped pnsyewp euewredeqss qdiS vdd '€

"BUWLIS)IP uenyejuaquad jeins

ye[a1es Ley (weus) 9 yequre] Suifed (3dd epedsy unsnsip yera) Suek

Ad3S-Vdd uedueouel uesyeIaAuow uep yelae( eredss] uenyejuaquiad
jeins uesresepioq OdiS-Vdd uedueouel unsniuow 4MS eredsy ‘g

‘uesdejap

addv uereqeluad Suejus) yeroeq ereday ueinjerdd yYeo1ss LIBY

(e8n) ¢ yequrey Surred g3 S ereday epedosy uesreduresip uenyejuoquad

jeng ‘diS-Vdd uedueouel ueyqredweAuow Uep unsnAusul

ymun qdis eredsy] epedas uenyejuaquiad jeins uesiredweluswr (T3dd
‘agdyv uereqelusq 3uejua) yeise( eredoy] ueinjerad uedejouad yeo1as I
{LIRq redeqas Ierp qdiS-vdd uveunsniuad ‘(AdIS) Yeioeq YeiuLaursd
Isewroju]  wolsig  I1seyiidy eped Nuoinso[e eIedds ueynyenp Suek
uswnsjop uerleAuad uep ueeunsd3uad B1I9S ‘@jep UBIIE ‘ISBULIOJUT JBNWISW
MIDIS Vdd uep diS-Vdd ueunsniusd ‘uereddue ueeuesiyead tesep
redeqoas uexeundip Sued eAUISESI[EaI BUBOUAI TelIasIp 32[qo uewnuu gns
redures 1ouL1d) Suek ueelerquiad eueouar uep ‘elfue[aq eueouas ‘uejedepuad
BUBOUAI Jenuwowl Jued uswniop Yeepe IS vVdd Uep addMS-vdd
jey8uisip eAuinfueres Sued yeroeq ueduensy uee[o[o8usd elioy uenjeg

uep yelae( 1eyqdueisd elisoy uenjeg uere3dduy UBBUEBSHE[Od USWINO(]
(Vd@) uere33uy ueeuesse[od uownsjoq "1°¢

VNVA NVVIAASdAd LvVaNS Nvd
SV NVIVOODNYV (Vdd) NVIVODNV NVVNVSIVTAd NANNIO0d
11 gvd

agdy ueeueselad
ueduop 3Juns3ue] uejesiaq Jued eAuure] SEJIANNE nejR/URp
‘ueyepun ‘uejerday qns ‘uejerdoy depeyla) UeNNIMe[IP NIUBQUI]
ueren[eduad eIBUERpPUIYg UBP UBIEBN[ASU3{ BIBYBPUIYE ‘Nijuequisg
UBBUWILIOUS{ eIBUEpUaq ‘UBBWLIdUS eIeyepuag I3eq ueduere] m
‘snsnyy
eleyepuag uep njuequiad ueren[aduad ereyepudg ‘njuequidd
ueBWLIDUS{ ereyepusag depeyssy ednl nserieq ueduere] (p
‘duns3uej
yepn undnew Suns3ue] vIe0as 3req ipeqlLid BWeU seje eAuure|
ueduenay edequo] neje yueq njens eped Suen uedwiAus|y (g
‘esel uerenfluad
neje/uep ueelioad uejerdoy seje urwelfuad redeqos sfepuniag (Z
‘esel uerenfuad uep
‘ueduoroquied ueelioxod ‘ueduelepiod sejanse uesnyePN (L
:‘Buerenp ueren(o8usd BIBYEPUSYH UBP UBBWLIAUS{ BIBYBPUSYH )
uerenaduad ereyepuag epedas qemel
sund3uelloq uerenjaduad ereyepuag njuequowl Jued remedod 'S

—08.—




‘se3 uereddue urerep ueewauad
ueernjrod rensos epn Sued My eped euep UBBIPISINAY ‘B
IN3{LIaq 1e3eqas ISTPUOY
1edepis) eniqede d4s ueyeqniad uesnyeow jedep g nyeEs aidd o
"MIIS 1s8uny uexeredduorolusw
8ued d¥S-vdd eped uesdejonp Sued uereSSue LIep JIaquInsIaq
3uef uexewesiodip Sued uswnyop neje qds ueyeqruad uesnyePw
vedep dnd e[S (idd ‘eserq JTen| uerpefoy neje/uep ‘[eIsos {Iyuoy
‘eueouaq jesnrep deddue; ueyningey uerenjeSuad uerefequiod ymun ‘q
Mrpourad denas 43S jrun neje
adys ueyningsy rensss ueredequiad ueejurunad resep redeqas (ds e
(ads) eueq ueerpasiod jeIng gy

"BWLIS)IP YeIJep
yejutouwrad sey uesed3ue uelueouer uswnop els ey (njes)
I Jequref Surred gng eseny ueyreduresip Sued yeroep yejunourad
sey uereddue uedueouel ueyNyesoSusw (NG hNYePS CIdd S
‘ang nees @yidd epedoy] yeisep
yejunowad sey uereSdue uedueouer uesredwedusw (g eSENy ‘I
‘Jelaep yejunowad sey ueregdue ue3uedouel unsnAuaur
‘ISeLIAAIP Yye[a) 3uek 43S sey uere33uy uesresepioq (g eseny o
‘ddyS-vdd urerep euep
ueyLreuad eueoual Isexo[e uep ueeuesye[od (empel [sesiuojuis (7
‘ad3S-Vdd weep ueewLIdUdd ueels{iad ISeSIUOINUIS (]
‘UTe[ BIejUR ISBYIJLISA UdWnsul ueyeunsdduaw
ue3usp (dyS sey ueressuy ISeyyLIaA Uesnseow Weep g eseny 'p
"ad>s 1rep sey ueredduy eAuewia)p yelos ey (enp) g eurey
Surred g4y sey uere8ue seje ISENYLISA U BPW (NG Bseny o
"ueqyesIp adds-vdd Heles trey (e3n) ¢ yequrer Surred ang
eseny] epedoy qd)S sey uereddue uedredweluow (gys eredoy 'q
‘eAuuejeidoy ueeuesserod rempel uep qdis
-Vdd uedIeseploq dMS sey uereddue unsnAuow 43S eredsy ‘e
ueeuesyeRd °7
‘ddS ueunsnfuad Jesep
redeqas ueyeun3ip (idd Yo[o uexyesip yepd) Sued sex ueregSuy j
“uenq denos uerenaduad
BUBOUAI UBPp Uunye} mjes eweds ueedeiquad uerenjo8uad
uep elueoq uereddue yerwn( yenwow Sued renpay sey uereddue
uswinsop wrerep 93 jejedip ueedeiquad uerenpoduad uep eluepaq
J}aolqo ueun gns 1od uereneBuad eueouosr uedunjiyied [ISBH 9
‘uexde)ap yero) 3ued uerenjoduad uereddue
uexreseploq eAuue[nqg denss symun ueedeiquiod uerenpaSuad
BUBDUDJ B1I9S uejerday gns efuejoq seje uerelequiad swsiuesaw
BlIos (dMS sey uereddue uep (OdMS-vVdd wWeep uejerdoy
qns ueeuesye[ad niyem ueiresepiaq eluuemqg denass 3yafqo uerouL
qns 1ad efue[aq eueoual uesreseptoq Sumiyip ‘qetoep yejunawad
sey ueredgue eped Ienpey sey snre ueeinjrad ueunsniusg p
uernq denos ueewnauad BUBOUIL
uep unyej njes ewepRs ueedeiquad ueewouad uep uejedepuad
uereddue yequnl jenwow 3ued ynsew sey ueregdue usWINOp
werep 9y Jjejedip ‘ueeAeiquiad ueewnouad uep uejedepuad
dalqo uerunr gqns i1ad ueewnrouad eueouor uedunyiyiad [ISBH O
‘ad3is sey uereddue uep dNS-Vdd Werep sey ueewrouad
ISBSI[Bal ISBWNSS Niyem uesIeseploq eAuuenq denass symun

_'[8_




‘uexdelsyp Suek wmwn jyueg uedusp gy eIrejue
ewes elroy uerluelzod urerep uesidejoyp Sued ueSuop rensos el1oy
Lrey e eped Lreyos [esss eAuduemnsy-3ueinyos yeIlor( wnuif SeY]
Buruaxay 93 1039s1p snrey edAuueewnsuad ynunas Suek [IYru opresiaq
Suruaxar redeqas uesiserodolp ueewwouad [euorserado Sutuayay ‘9

‘ueewouad vIRYEpUq YI[0
uesnsfe[p 3ued uejedepuad uelo)ds ewLIdUSW neje/uep ueewnouad
eleyepusaq miepw sepn 3ued yeroep ueewouad SunsSue] uelojos
BWLIDUSW  jnjun  ueyiseradorp ueewnouad [euoiserado Bumuaxsy ‘g

‘nedng ysjo uesyderayp Sues sjueq eped uerenpguad
Suruosjor uep ueewnouad Suruoyor exnquow jedep qng ‘qeraeq
ueren[odusd Uep yelde( UBBWILIdUS4 [euoiserado ueeuesyeed wereq

"uejnyduesiaq
Suel wnwn xueq ueSuop (ng eieIue ewes elioy uerluefliod
uegduap Sunsnpip elres nedng uesnmndoy ueSuop uesderap ‘g ex3due
eped pnsyewIp euewredeqss Yeloep WNWN Sey Suruasal ueeynquiad ‘¢
‘yeyss Sued wnwn yueq eped yeloeq wnuin sey SUIUSNY
einquow qNg n3ees qidd ‘yessep 3uen ueejoaSuad exdues weeq ‘g
‘ueduepun-guepuniad ueinjerad ueduop rensas
eAuueesengduad werep neje/uep eww)p Suek yeioep ueelexas /Suen
denes ueeyesnejeuad uesereSSuspAuow qifem qng NeRS (dd T
Jelse( wnui Sey eped UeBYESNEJBUdd UEP UBBUBSYE[dd ‘[t

‘JeseIeAsew jnjun jeejuew
uep ‘ueymjedoy ‘uepedy esel uedneyrodwow ueSuop qemel SunSSueiioq
uep ‘ueredsuern yns9ye ‘stwouodd ‘uaisye ‘ueduepun-Suepuntod uemmjerod
uenjua3ay eped jee) ‘qnuo) ereoss ueduenay ueeloeduad sese rep sedaja9)
Fepn TUl SI9S0Ild "YeIdep YejULIdWR{ SI3ojels uereses uep uenfn) redeousw
werep yeisep jexsuerad uejerdsy qns uep uejerSoy ‘weiSord ueeuesyepad
Lep jeqnie redeqas qgdy rueqaquiaw Suek yeioep uerenoguad uep ueeuwrouad
uejeldoy uerexdueldss ueyedniow ueeyesnejeuod uBp UBBUBSHR[RJ

'‘addv ueeuesyejod ueqemel3und3dueliod vliss ‘qgdy sere
ueeyesnejeuad uep ueeuesyed ‘qgdy eluueside;syp ueduop repuenp Suek
uered3ueduad ep renwip yeroep ueduenoy ueelopeduad sasold ‘jeseIe sEW
ymun jeejuew uep ‘ueinjeday ‘ueqipesy eser ueyneysedwow  uedusp
qeme[ Zund3uejioq uep ‘ueredsuen) Uojo ‘SIWOUONS ‘UdISY ‘UeSuepun
-Suepuniod ueinjerad uemjuojey eped jee) ‘qrio) BIEOIS uBNNNeEp Suek
Yeroep uedueuomay Ipefusw Suek ueyejunawag uesnin ueereS8usiekuad Lrep
uesyesidio) sepn Sued ueideq uexednrow yeroep ueSuensy ueeojasuag

SVY NVVHVSNV.LVNHd NVA NVVNVSMVTdd
Al gvd

‘adis
ereday] epeday uesyesip yerol 3uek qds uesreduwrelusw (qng eseny (g

‘uedyesip ymun gng
n3e[es (3dd epedsy qds uedueoues ueqredureAusw (g eseny (g
‘yeroep yejulswad
sey uereddue uesIeseploq (ds uedueoues uesdei{usw (g eseny (I
INLISq TeSeqas (S UeyIqIousd uedeye] 9
"IUoI33[9 eIredas ueynye[p 3uek uswnsjop uerfeAuad uep ueeunssuad
ELISS ‘BJEp URII[E ‘ISBULIOJUI Jenwaw (JdS uejiqiouad uep ueunsniusg ‘p
eAunsjuaq ueredequiad ueejururiad Jesep pefusw ds ueyeqnisag o
Jesopusw uenfraday JNSeurId)
Jeinuep ueepeay jeqpie uejerdos qns ueeuesye[ad rempel ueyeqnisg ‘q

_Zg_

)




‘ueyedepuad Zuruaxas apoy uep stuaf 1Isexynuopiduaw (qNg "7
‘TI¥Ng JOWoU Wojoy uep ressue)
wojoy eped ueeurrouad 1s1s eped wnun sey nng eped jejeousw
ang ‘yes SueA ure7] ueeWLIdUdd 3Ny NeEje JIPaIy BION UeMIESBpIog |
dnd Yo[0 ueeyesnejeuad ue( UeBUBSIE[dd C'H

“Toquiasa( [¢ Jod jequurel urred
yeloe(  wnui() sey] Suruaxay o3 Jojasip snurey yopuad exduel 1sejsoau] "1
yridip SueA 1sB1S9AUL WeePay Jeldep Wnwin sey LIep euep ueyepurwad
uexyejuLowow  Juek gnd (zds) uensinquepuruad - Yyejuliag
Jjeing ueylqleudw (qNg ‘Ingesial nedng uesnmindoy uedresepladg ‘9l
‘Nopuad
exqduel 1seisaaur spual uedejsuod Suejus) uesmnday ueIPIQIdUIW
wrerep nedng ueduequniad ueyeq redeqoas isejsaaul stual ueyrruad
BSI[EUE [ISBY UEP UBSB[E B1I3S3q ISE}SoAUl UeUIlid Uep UBISB)SIAUIDP
ueye Sued euep yerunl iseuwrojur ueduap SundnNprp SnIey
jopuad esduel 1sejsoaur eped euep uejedwouad euedouar uenfedusd "Gi
"Jesop Niyem werep ueyeunsdIp uese wnjeq Jeuaq-reuaq guek
eUEp yeepe ueyeunsip 3ued euep emyeq unjeidow snrey (g epued
exduel 1Se1SoAUl WEEpP 33 YBISEP WNWN SBY UBMNISEso[e3uawl wnaqas "1
Sigqnd ueuedleed
sejieny uep ‘yeloep sedn) ‘yerde( ueduenay selpimns n3suedsuow
yepny Suelfuedos ‘nedng epedoy ueseundip wn(eq erejuowas Juek
yetoe( i 3uen seje yapuad exduel i1seysaaul eped euep uejedwouad
eueoual ueynfeduow jedep gng ‘sey uswefeuew exduelr weeq €l
‘adis
muequad uerenpeduad ereyepuaq neje (43S uerenasuad ereyepuaq
eWeEU SBlR enqip 43S uerenpaduad Suiuayay "ddisS uerenjaduad
vIEyepuaq Uyo0 e[o[ayip Sued ueempasiod Juen ueyequie} uep
ueerpastad Suen niadas ‘gdis elfuejeq-elueaq redeqos uexyeunsdip uexe
Buef 3uen ueejopoduad yMun uexeundp 43S uerenjaduad 3utuddoy ‘g1
‘adis ueewnouad
BICUEPUL] BUWEU SEJR BYNQIP (dMS urewLouad Suruasay ‘ueewnouad
BIBYBPUI(Q YI[0 YBIE(] WNW() SBY SUIUa¥ay] 9¥ BAUYNIN[IS UBNIO)ISIP
qifem Inqasiay 43S ueeuwrouad Suruasar 1p epe Sued opres ‘elioy
Lrey JIye eped ‘ueinyduesiaq (43NS uesueuamay ipefuow 3uek yeioep
ueewrouad Sundureusws njun uexeunsdip 43S ueewouad Sutuoyay "1 1
nedng uenfnjasiod yedepusw yeajas pnsyeuwip
jyueg eped QdiS Mmuequad UBBUWLIdAUY{ eIBUBPUSY/UBBWLIdUd]
eIeyepuayg Suruodal esnquauwr jedep gng ‘Musiiol wnuw) jueq
Suruosax oy uexpereAsuow Yeioep ueeuwLouad ueinreduad [ey wereq ‘01
‘ueyningoy ueduap rensas (N3 uesuap ewes Suek yueq
eped Q43S Muequad uerenpdusd ereyepuag /uerenaduad ereyepuog
uep Njuequiadd UBBUWILIQUYJ BIRUEpUSg /UBRWLIDUL BIBYEBPUIYH BUIBU
SEeJE ueq 3urusyal exnquow (Ng ‘adiS 1exsun eped yeisep elueaq
uep yetoep uejedepuad ueewrouad swsiuesow yepnuadwow jnjun ‘g
‘myuequiad uerenjaduad ereyepuaq uep uerenjasuad ereyepuaq epedoy
N5 ueuaquad eles uerenpoduad ereyepuaq epeday (NDH) ueeipasiad
Suen uenuesduad ‘gn uewequad ymyun ednl uep Q7 swstUEIW
mreew e3n9y yeyld epedoy Suns3ue] ereoas uexreleqrp 3ued elfueaq
ueeuesyeed ynjun uexisesadorp 1ur uerenjeduad reuoiserado 3uruoyay 8
‘uerenaduad BUBOUDI
rensos yelsep yejuuowad uejeiday Iedeiquuiauwl jnjun  ueyeunsip
SueA Suruayarl redeqos ueiserodorp uerenjaguad [euoiseiado Surusaxyay -/

_89_




“ueduepun-3uepunuad
uemerad uenjuejey renses  eAuure] SLIO)ISUBI} SBY SIUSL P
"Je1dep yejunewad tur rey urerep ‘ueelioxod moquiad seyrd s
pefuaw rur veurwel Suen exew ueseuessep jedep yepn ueelioxad
uexpeqnyeduow Sued ure] qeqaduad neje ueelroxod wrerep ueredesoy
epe efiqede eS3uryss ‘eAuure] ueurwre[ uep ‘owrepyol JIex3uoq
uveurwel Juen‘ueereyrowad ueururel Suen ‘ueelioxod ueururel
3uen ure[ erejue pnsxewip veuture( Suen yojuoo redeqag ‘ueduepun
Buepuniod ueimjerad uemuoldy rensas eAuure] ueururel neje
eAuueeuesye[od werep uereedoy oxisu oyquow Juek ueelioxad
njens uenyeow weep yeisep yejurowad epedoy eSnoy yeyrd
ys[o ueyLoqip 3ued exnpy Suen uedni], neje/ uep ueurwel Suen o
‘uenewsy ueururel uep
el1oy ueese[a00y uruIWEl UBINI ‘Uejeyesay ururwel ueini ‘usdse]
‘1T Tesed ydd “erade], eliesad ueueduns ‘eAuure] remedod uep esaq
yes{8uelsd /esoq eredey ‘NSV ‘iadd ‘yeioe( ereday ure] erejue
yedn ewLpusd remedod qifem wemr niados remeSad 1feS ueSuojog q
‘Ndd neje/uep ¢g [esed Ydd ‘cc resed
Udd ‘1T [esed Ydd niedes ednos sfeyrd uedusp yeroep yejurowad
isyesuen; denes wep ueduepun-3uepuniod uemmjeisd ueSuop
rensas eAuure[ snsnyy ereyepusq neje/uep njuequad uerenjeduad
eIeyepuaq ‘uverenjaduad ereyepuaq Yoo ndundip Suek jesnd yeled ‘e
IN3{Iaq redeqas 1uNeA ‘suojisuer) sey siual-siuap |
"ueNIua)Ip yea) suek ednoy seyrd
duruos{ar eped UeNI0)LSIP Jnjun (JIsuer) jeysiaq) ewiLa)ip Sued uereSsue
uou sey seje uee[oeduad ye[epe SLIOJIsSUBI} SBY UBE[O[o8uag
SLIOJISUBIL], Se}] Bped UeRyESnB)JBUSd UEp UBBUESYE[3d €'

‘ISBIZ2)ULID)
sued yeroep ueduenoy ueeolduad 1sexnde wolsis wep ysjosodip
SHEWO}0 BIBOIS (rdS 1918139y 'UespiqIoNp yepdy Suek qgds 191s139y
Jenquiow yerde(J wnuin ereyepuag ‘seje 1p uelodel-uerode] Suidwes 1] 6

‘uByningay
rensos uesyeIasip jedep neje nedng epedoy eAun33urw denos eweliad
elroy wrey denos uexyerassip uep Lrey denoes jenqip jngasioy ueroder

‘uerrey sey 1sisod seje juegq ISEIISUONYY (q
‘(H3d1) uelrey sey 1sisod ueiode] (e
INjusq urerep unsnsip yelse wnu() ereyepuag uerodeq g
‘ang ueiode| yenquiour urerep
Tesep uexIpe(ip uese yelsep wnuwn sey eped Isyesuel} 03Nq-NyNg
uep ueeyesnejeuad ys[o ueN[ISBYIp SurA UsWNIOp-UsWNIO( "Yelse(
suejonjeg Inpepw nedng epedoy jnqesio} uelode] ueyredweluowr
Yeloeg wnuwy) ereyepusag ‘-eAuueejojoduod werep epelaq Suedk
Jeloep wnuwn sey seje uelode] jenquowl yelde(] wnui() eBIEYepuag °/
"}{IUOIINI[2 BIBDIS
uesnyeqip Sued uswnsjop uelfeAuad uep ueeundsuad ejlss ‘ejep uedie
‘ISBULIOJUI JenuwIsW Yelde( wnui ereyepuag yo[o uerodejod sasoild ‘9
‘TNg Jowou wojoy uep [eddue) woloy ‘uerenjeduad woyoy Isis eped
wnu) sey nng eped jejeousw qng ‘andy wrep uerenpaduad deneg g
'Vd¥1/Vd Y10 uexiqranip Sued refequiow

yejuriad jeins uswnyop eped uexresepp (gdS Uelqisusd "Ny LIep
3duen uerenjaduad denos seje gdS UWNIOP UBIIIqIouawW (JNg Bseny ¢

wnuin
sey] nng eped yewnl wojoy eped 1syesuer) Teru jejeousw (g ‘¢

_.bg_




"aANdy Suruayai a3 esel/Suereq
eipoduad mnjred edney Ieyid yosjo uediojesip ueurwep Juen ([
ueurwe, 3uen ueequaduad 0
‘uexniualIp
ye[e) Sued uenlny Surusyor o (N LEp SLIOJISUERI}] SEY uenyng
Jepurwod ueynyeow ednl yueq ‘eAuure] ewnouad Juruadyal neje
ednoy yeyrd Suruoxal epedoy eluejoq uensing yepurwad jees eped °q
S[ueq
ya[o Sunsdue| uesnye| 1p g7 dwsiuesow uexeund8uow Sues eluelaq
rep eduure] ueduojod ueduojod uep yeled ueduojod seje suojsuen
sey ueIiolaAusd Isyesuen eped Jexopw Sued SLIO)ISUBIL], SBY ‘B
dng eseny Ip sLIO}ISUBI], SBY uee[o[e8usd 6
eyl
nynqg eped uejejeouad uexnyepw ueduepun-guepuniad uernyerad
rensas yefed ndund qifem redeqoes eAuure] snsnyy ereyepuag
‘ddd‘dd ‘ngesio) yelfed ueiojeAuad uep uendunwod sely 9
"eregoN sey guruaxar oy eAundundip SueA yelfed ueewrouad
ynunjas uestojaiuaw qifem ueSuepun-guepuniad uernjerad rensas
sefed 1n3und qifem redeqos eAuure] snsnyy ereyepuag/ddd/dd q
'§1/nL/NH/dn
mpepw eluesq ueredequad seje yeled nSunwoaw qifem ‘ueduepun
-8uepunuad ueinjeiad rensas yeled n3und qifem redeqos ueduepun
-Juepuniad ueinjerad rensos eAuure] snsnyy ereyepuag/ddd/dgd B
(dd€g) muequrag uerenjadusd
ereyepuag/(ddg) uerenjaduad ereyepuag Ip SLIOJISUeI], sey uee[o[aSuad g
HIuoII3I
eIeoas ueynye[ip Sued uswnyop uelleAuad uep ueeuns8uad wejlios
“ejep uelIle ‘ISBULIOJUI JBNUWIAW SLIO)JISURI} SBY ueeyesnejeuad sasold °/
‘muequiod uerenaduad ereyepuag neje/uep
uereneduad ereyepuog ‘(Ng YOO UENBUBSINE[IP SLIOJISUBI] SEY
ueren(oduad uep suojisuer) sey ueewLauad ueeoja8uad ueeuesIE[Rd 'Q
"uexde)ap
duel g43s uejerdas qns elouny 198re; redeousw weep NQasia)
ednoy yeyrd ueqilfemoy peluowr 3ued ueeliosjod reuepuoswr sNjun
uexeundip ‘yesnuoy rensas eAuueqifemay ueseuesyew yepr} Suek
e3noy yeyrd ueurwel Suen Lrep raqunsiaq Sued yeroep uejedepuad °q
‘yes Sued yerae( 1sy uejedepuad
ure[-ure] ednioq yeieeq uejedepuad reSeqos ueurwel Juen
myeduow uep Isnyosxiodusw jedep Yeise( YeJULIDWSJ ‘NeIJUO3]
rensas eAuueqifemay uexeuesye[ow yepn e3noy yeyrd [ey wereqg ‘e
ueururel edniaq sLojiIsueI) sey ‘g
e3noy seyrd o ueyreleqrp SNIBY NJULI9)
nyem exduel urerep euaiey eluejeq reuorserado ynjun ueyeunsip Yya[oq
yepn ‘yerse(q sey Yequeuow undp{sowl ‘SLIOJISUBI)} SBY UBBWILIdUY] '{
‘ueyeBJULIdUId ISUBJUNYY JEPUB}S UB3UIP TENSIS SLIO}ISUET)
selAnye ueideq Ip sey snure ueiode] Ip uep MJdd Suein redeqas eoeIoU
urefep uexifesip eAurseuLiojur unweu uereg3ue Isesieal ueiode] werep
uesprode[ip epn edsuryss y41IS rynredusduwow yepr rur Isyesuelr],
*(314d) e8ne3 yeyy uedumyyiad unsye eped 3ueiny uerelequiad redeqas
uesnye[Ip sUojIsueI) sey uerenaduad (MdAd) ©8ney eyy uedunmiyizad
unye eped 3ueiny redeqos uesnyeodip SLIOJISUBI} SEY UBBWILIAUY{ °C
‘Isyesuer) uedey3ua[ay UuaWNop
uep ueyyesidiol iyepr 3ued uswnop ueyeundduow eAuuejejeouad
Jesep e38uryss yeloep uejedepuad neje/uep yeroep elueeq
ISyesuer) Lep ueideq redeqas uUeNNe[IP SLIOJISUBI} SBY uee[0o[oduad 'g

_98_



‘Jqeloed yeiuLowad epeday ueduepun-Suepuniad uwermjerad
uenjusley uedusp rensas uejedepuad uerelequiad  ueNNE[RW

sued seyrd-sreyrd uep ‘isnqunai qifem Syefed qifem yerepe e3noy seyld o
‘uejedepuad uedejouad uswWIN{Op WeEP WNJUBIII]

Sued rempel ueduop rensas ueynseqp e8nay yeyid epedoy ueyideusd °‘q
"e8noy yeyrd oy ueyideuad uesnyeow ueyrde) jeins

uep uejedepuad uedejouad uswnsjop uesreseplaq jnSunwad se8njad ‘B

ueyrseusd uedeye], ‘g'g

uedejouad uswINIoOp UBNIESEPIAq
uejedepuad ueewLouad SEJR ISENIJLISA URD ISBPI[BA UBNNYe[dW ddg/d9 ]
"Vd31/vd Yo ynfuniip Sued
ndunuwad sedniad yajo uesnyep jedep yeroep uejedepuad ueyideusad -2
ueydeuad
JTesep redeqas ddd/dd epeday uep uerelequod resep redeqos 1snqLiod
qifem /3elfed qifem epedos uexredwrestp uejedepusd uedejs)ay jeing °p
‘Tefeqrp
snaey yisew Sued xeled yerwnl uep ‘qnensmurwpe 1syues eiuresaq
‘fefed 3oxod uerefequiod ueldueinyoy yerwnl ‘Sfefed jrpany yerwn(
‘Stefed soxod yerwnl eAuresaq uesymuousw Jued >efed uedejojoy
jeins yerepe (g€3AdiS) redeg 3ueany] yeiseq deled uedejoyoy jeing o
‘ueduepun-ueduepunitad ueinjerad
uenjualey uegduop rensas yes Sued eluure] uedejouad uswnio( (g
{e1ad3is) redeg Sueiny] yerse( yelfed uede)o3oy] jeing (¢
‘(@dds) yeise(q yelfed uenyejuaquiag jemng (¢
(@-3ais) yeroeq snqrnay uedejsloy jeing (g
‘(@-a318) yeree( eleq uedejoloy jeing (1
:ednuaaq jedep uejedepuad uedejousd °'q
‘yeisep
uejedepuad uedejouad uswniop ueIIqIoUIW UeFUBUIMIY LIaqIp Suek
jeqelod neje nedng ‘yeroep uejedepuad ueindunuwod esx3uel wereq ‘e
uedejouad deye], '1'Q

HVAHVA NV.LVdVANHd
NVVHVSNV.LVNHd NV NVVNVSYVTHd
A gvd

ednoy yeyrd 3ueiny redeqas 181B8I19)

eAummiaqas 3ued ngasia) ueurwel uen seje yes 3ued yeiose(q
sy uejedepusd ure[-ure Ipeluswr ISeYISER{aI Uenyeow (idd (€

‘uenyduesiaq 3uek 43S ueIeIday qns uep ‘uejerday

‘wrerdoid wrerep ueyisenuuojip dued ueurwel 3uen uexyeungdduow
ueSuap e3noy Neyrd ueqifemos reuepudswl yYelde(q YejuLowad (g

"e3noy yeyrd epeday uexIrequILNIP Yepn ueurwrel Juen ‘yenuos
rensas eAuueqifemss| ueseuesiePwW yepn e3ney yeyrd rey urereq (1

uey[equIayI(] ¥epl, Suej ueururer 3uen p

“eAuueqifemay ueyresa[oiusw yepns esel/3uereq
eipaAuad emyeq ueyejeAusw 3ued uedueiday jeing yo0 iduwrep
‘nimyp 3ued Surussar Jowou uep ewwauad yeyrd ‘uesiredip uee
dued ueururep guen uelesaq Sue() UBIEOUdd YeBIULID{ ISLIdq Suedk
dngd yeluued jeing uedusp ueynyep ueurwel 3uen ueireouod (g

"Jeioep
yeyurrowad epedoay eAuueqifemay ynines uedress[eAuswl Ye[a)as
esel/3uereq eipaduad epeday uesirequayip qifem ueururel 3ueq (g

_98_



‘uesdeianp yera) 3ueh yerwnl uwedusp ewriojip Suek
Buen yerwnl erejue uerensosay 1MJusw ynjun ISENHLIOA UBNNEPIN 'Y
‘an>diy 8uns3ue ewiolp Suek uejedepuad ueewouad seje ISyESURT
¥ng ejurwow qifem ueewnouad eleyepuag BBW ‘SIIBUWO0I0 BIBIIS
UeISBULIOJUIIP epn Isesynou/uenyejuaquad ueewniouad Tey urereq ‘8
"an3y Sunsdue] ewLiap 3uek ueyedepuad
ueewlouad seje uequeqted ISENYNOU NEje JIPaI3 BJOU [BWLIDUSN ]
ISepifeA ueynepw muequod ddd/d9 (T
‘adiis ueyedepuad ueewniouad
Sele N3 Wep ueyueqlad ISeXynou /JIpary ejou ewousw 4dd/d9 (1
'BIed
ueduop UeNIe[Ip ‘Teun) uou BIedds (N o3 uejedepuad ueBWLISUS] ‘9
‘uerelequiad uesnyEOW Ye[o)
dueA e3ney yeyid epeday ureuwLisuad N3N BPUE) UBLIDqUWSW 449 /d9 ‘P
"ISEpIfeA ueynyePwW 4449 /dd Ye[a1os yes
deS3uerp reunj uou BIBI3S ddd /dg SUIuayal e[owl YeISep UBBWLIdUS] O
‘uedejouad uswnsop eped
uesdelanp yers: 3uek yejwnl ueduosp euria)ip Sued Suen yepun( ﬂ
BIRJUE UBIENSISOY INUYE}d3uoll jnjun ISeNyLIdA UeNn{eP (g -
‘ueyueqaad 1sexqynou /JIpaly ejou QIPULN (e
IM[LIaq redeqoes ueewnduad 03Nq 1SepIfeA uBNNEPW ddd/dd (T
‘uejedepuad ueewLouad
sele  uexueqiad  SENUNOU/JPAIY  BIOU  BWILRUIW  ddd/dd (1
N{LIaq TeSeqas uesns{efp
‘Teun} uou BIBIAS ddd/dd Sutuaal myeow uejedepuaod ueewWLIoUS{ °q
"e319y yeyid epedoy ueyessAusw Uep UBBWILISUY] I¥ng
epue], uexiiqlousl 4dg/dd ‘Ingosia) uejedepuad ueewniouad sely (g
“uedejouad uswnsjop eped
uesdelayp yerdy Sued yeywnl ueSuop ewroyp Sued Suen yerwnl
BIRJUE URTENSISIY NI[oudsw uegduap ISepiea uesnyew ddd/dg (g
"dd€/d9g epeday eAuueqifemay] uesrojoAusw e3nay yeyrd ‘yidey
jems neje/uep uejedepuad uedejouad uswnop uesreseprag (1
ns[LIaq redeqos
ueqnyep ‘reuny eIB03S Jdd/dg meew uejedepuod ueBWLIOUY{ ‘EB
uejedepusd ueewoudd deye], '¢'q (\

‘qetoep uejedepuad refequiowt
ymun ueqifemoy piiuow ueA e3noy yeyld epeday JIUOINI[ BIBIIS
ure] BIpaW neje Iseyqnou uejwuiduaw ueguop rempel uedusp rensas
SOBWO}0 BIBJSS UBRNNNe[IP [eNdIp waolsis meew ueyideuad sosold °f

‘uejedepuad
ueyideuad qruonale yeins uewnduad SEJE UBBUWILIOUYJ BIByRpUSyg
uep ddS-3dd epeday ueynyueyuoquow  jndunwad sedmod (g
‘edney yeyid epedoy uejedepuad
ueyideuad uomnoe jemns wmduow ndunwad se8mag (I
‘eJed ueduap ueqnye[Ip JIUonya[o jeins myew ueyrdeuad sosoig o
‘adMs-)dd uep ddd/dg9
epeday uswns{op vwWLIA] epue) uesredureAuow jnJunwod sednjad (¢
‘e3ney yeyrd
yoro 1rueduejepuelip 3ued ewlio) epue] uedusp uengip esnoy
yeyrd epedoy uexreduresip 3ued uejedepuad uedejousd uownoq (g
‘e3noy yeyld epedoy yide) jeins uep
uejedepuad uedejouad uswnsjop uesredurefuow INSunwad se8mad (1
‘eIed Uedusp ueynye[Ip [enuew eIeocss ueyideuad sasoid ‘P

_LE_



seje
Ip usumsop ueusp uexewessadip Sued yes Sued syesuen nyng
Aued Jpaly BloN
UBIO}OS BpPUEB], JBINS
UBBWLIUY] N3ng epue],
‘ure[ erejue ‘uejejeouad Jesep refeqos NJu}Ia) USWNOP-UIWNIOP
ueseunsdduowl ueewLouad BIRyRpUAq ‘Uenynquiad uesnyeowW wWereq ‘g
Jueq m3nq uep reun;j e n3nq ure[ ergjue ‘muequisd nyng p
wnuw) sey nng ‘o
SIS 1918189y 'q
ueln)joAusd uep ueewLdusd uelode] ‘e
anyLeq redeqas nyng-ning ueseunddusw
yeioep uejedepuad ueiojoduad uep ueewiouad seje ueiepusdusd [
UBBWLIAUY{ BIBYBPUIY UBNqUd 'G'G

.8 o

"yajotadip Sued ueewniouad Lrep
Tesaq YIqo uelolaAuad uesnyepuw ynjun uesrenayp suek eferg (¢
‘wel g nyxyem medurefour
muequiad  ueewlouad ereyepudq/ueewrouad  BIBRUEpUSQ
uesnpnpay /jedws) uep sod/jueq erejue yndwol 3Ierep (q
ey denoes uerojoAuad uesneRW UEURSUNUWOW
sepn Sued el1sy jun uep eldy uenjes syei8od8 1sipuoy (e
njLIeq redeqos eIl Iynuawow Jueluedss ‘ddg/dg
uenpnpay jedws)ip sod neje jueq ueuede] eAUBIPISIa) epll (g
‘uesInq
duel ey neje Inqr ey eped BWLIDIP UBIOIRS UBBWLIDUS] (]
LIaq redeqas ISTpUos ynjun
uesI[endayIp ‘q jnuny uep e jnuny eped pnsyewrp euewredeqas elroy
ey | jequre] Suifed uejedepuad ueewrouad uei0}2Audd ueqifemas] ‘o
"elxoy trey (myes) 1 nixyesm urerep yequre] Surred g
duruaxar oy pnsyewip uejedepuad ueewLdUad UENNNQUEPUIWUSW
qifem muequod UBBWLIOUYJ EBIBYEPUdY /UBBWLIdUYJ BIBYBPUIY
‘ddd/dd 8uruaxal mejow ynsew uejedepuad ueewLouad ey wereq °‘q
‘elroy Lrey 1 niyem urerep yequre Surred (N 93 INQ9SId) TEUN]
ueewiduad ueyIojoAusw qifem njuequdd UBBWLIOUY{ EBIBYEPUIY
/ueBWILIaUS{ BIBYRPUSH ‘Teun) BIedas ewlidlip uejedepuad ey wereq ‘e
uejedepuad uelolaluad deye], "+°Q

jueg ue3uap Miponiad BILO3S ISBI[ISUO3 ] UBNNe[ow
ddd/dd ‘uejedepuad ueewouad sejiqejunye exduel wereq (¢
“eAuure]
jTuoI¥a[a SISBqIaq IS)esueI] Uep (SND) WIISAS Juowadeuey yse)d
‘(Oaa) samde) eyeq oruonoay ‘Burdde; ‘opooreq /S0 ‘Supjueq
purul (NLy) Hipuepy reuny, ueSunfuy ‘Sunjueq reo ‘Sunjueq
auoyd /oiqowr ‘Sunjueq uade :ure| BIEJUE (J[H) SS90014 UONJBSUBIL],
OIUOI}O9[ QuwsIuedow edniag aUIUO BIBOAIS UueBIBABqWad (7
‘jjueq uou uep
jueq ueduensy edequa| Lrep (drd) uerelequad esel erpakuad yoaro
ueserpasip 8ueA auljuo eIeoas ueielequad [eues INe[ow neje/uep
ednoy yeyrd Sutusal LIBp IJJSUEI) INJe[ow uesnsep jedep reuny
uou eIeOss uejedepuad urewWLIdUYd ‘ISEPI[EA UeNNePW Jdd9/d9 (1
yerales yes
deS3uerp reuny uou ereoos (NN 23 yersep uejedepuod ueewWLIdUY] T

_88_



uswnop Neye (F1AANS) Tedeq Yiqa] Yerde( 1snqunay uede)s)sy] jeing
‘(a1ad3is) refeq yiqa1 yeroe( yeled uedealoy] yeing eped uesreseprp
snurey uejedepuad ueewnouad ueyiqo[ey uenequoduad densg ‘g
‘ueduepun-3uepuniad uernjerad
UB3USPp rensas gTS UeIIqIap ‘IresIa) 43S uesnye[p Suek 1sexyLoa
[Isey elIas yeloep ueewliouad seje UBYIQI[ey ISBULIOJUI UeBMJIesepldg ‘g
‘uexredwesip yepns
sued uedejouad jeIns seje e3dnoy yeyrd yojo Suek uejeraqay] eAuepe °q
neje ‘uesiinuad ueryeresay ueeUdIBNIP 3uBA UBYR[ESIY ‘B
:ueseuareyip yedep uernrequiaduad uenleduad qeqafuad msupn 4
‘uerequiaguad uenfeduad qeqofuad insun uesnsewsw °q
‘uenfe3uad resep uexipelip 3uek n3ynqgq ueyesqeay UBISBWIW ‘B
3njun ueypnsyewnp SueA ‘ISEpIfeA Uep ISBNIJLIoA
sasord ueynyepow eAuuedueuomoy ueldusp rensas yd ‘uerelequuiad
ueyiqa[ey seie eB3noy eyrd wep uenfeSuad jeins uesiresepiag ‘¢
ueduepun-guepuniad
uernjerad ueduop rensas uesewesiadip Sued eduure] ISewIoju] -9
neje/uep ‘edAuure] wnyny eAedn
epe yepn yepns uep deja) wnyny uejensjayiaq uenpeduad uesnind
‘[-3d g 1SepuUawoal
dIdV 1sepusuioyal
‘uerefequiad ueyiqarey uerequiaduad ueuoyouriad jeIng
‘ednuoq jedep yeioep ueewLiouad seje UBYIQI[3 ISBULIOIU] 7
“ewres 3uek yeisep ueewrouad 3yalqo ‘'q
‘unye) denss unnu uesre3dueIp ueeuaylaq Jeloep ueewLlouad ‘e
NLIaq redeqos BLIALIY Ueduap ‘eAuwin(aqos
unyel} undnew ewes 3Juel unyel eped 1pelray uep Sueniaq
eAmejis Sued yeroep ueewLouad UBYIQO[RY SeJe Uuelequodusd I
uejedepuad ueyIiqo[ay] SBIY UBIeARqUId UBBYESNEIRUYd "9'C

4 0T

"uemnq denss ydi/vd Y210 uesyesip uep SIS 19)s13a1
nynq eped renuew undneuw JIUOIINI[2 BIBIIS qreq jejeoudwi Jdg/d9 ‘9
‘uejedepuad 3utuaxfal apo3| ueduap rensas uerenjaduad 1SS Ip
uep ueewrouad IsTs 1p (N3g) wnwp sey nng eped 1sepieap yepns
duef (eAuure] uexueqiad 1SENUIJOU NEJe P21y BIOU) UBRWLIdUSd
nyngq uexIeseploq Ny P ueewnouad Jejeouswr  Jddg/dd e
AN Tp UEBBWILIDU™{ SEJE UBN}NqUad G
"ue[nqg denss yd3/vd Y210 Uexyesip uep SLS 19)s13a1
nynq eped renuew undnew JIUOI)NI[d BILIIS Mreq jeyedsusw Jdg/dd O
uesenjogduad
Ists 1p (N3g) wnuwpn sey mng eped N3 9% (Uensnqyepuruad)
reun) uou eredds uejedepuad ueioleoAuad JejeROULW  ddd/d9 9
‘uejedepuad Suruasal opoy ueduap rensas ueewnauad
1s1s 1p (N3g) wnuw sey nyng eped sepifealp yepns Sued (eAuuref
ueyueqad 1Se)JIou Neje JIPaly ejou) ueewniouad nyng uesIeseplaq
TBUN] UOU BIBIAIS Jdd/dd Suruaxal 1p ueewLiauad jejeouswt 4dg/dg ®
Teun], UON BIBJ9S BIBUEPUOY SUTUIXI}] IP UBBWILIAUY SBle UBrnquiad "
"ueng denss yds/vd Yo[o ueyesip uep §LS I9)s18a1
nynq eped renuew undnew JIUoI}NI[d BIBIAS Nqleq jejedudw Jddg/dg9 2
‘uerenjoduad 1s1s 1p (N3g) wnwn sey nng eped
andy oy reuny ereocss uejedepuad ueioloAuad jejeouswr dd9/dd ‘9
uejedepuad 3uruasal opo3 ueduap rensas ueewLauad
Isis 1p (NMg) wnwn sey nng eped UBBWLIdUS N3Ny epugl
uesJIeseplaq reunj ereods uejedepuad ueewniouad jejeousws 449/d9 ®
TeunJ, UBBUILIQUSJ SBJe Uenynquiad °¢

_68_




‘yeaoseq
yexqduelsd ys[0 ueduelepuellp (dS ‘Yeide( SLeRnPS Yid Yoo
uex}1qra)Ip jedep sedn) jeins ‘Ino/jedwa)ip epelaq MEpn yeldeq
SLIBJaINoS [BY Weep uep ‘Jewre) Yoo rueduejepue)ip sednj jeins
Jewre) SLIBJOINOG Ienody ‘([[[ uofdesy) Jojyensiurwpy jeqelfod Yoo
uesnyeqp Sued uejeqep seul ueueellisd Jnjun yeiseq SLreldnios (g

Jeure)
ys[o 1ueduejepue)ip (dS ‘Yeide( SUBRODdS YId Y20 UeNIIqIalIp
jedep se8m) jeins ‘Ono/jeduwalip BpEIaq Epn Yeloe(] SLIBjaINaS By
wrefep uep ‘yewre)) Yoo rueduejepuelip sesdn) jeins uajedngey] /ejoy
urerep seurp ueueleliad enoay ‘yeure) yo1o uenyerp Suek uejeqepr
seurq ueuereliad symun 1suraord Jren] yeloep Ien] uep Isuraoxd
wre[ep yeloep Jen| seulq ueueeliad snsnys yerloeq SsLelanas (¢

‘yeise( jeyqduelad eredoy yojo rueduejepuelip ds ‘nedng
BUIRU SEIE Yeldk(] SLUBON{IS "Yld/yeldeq sLrejenjeg/nedng [msem
yoro uexjiqioyp jedep sedny jeins ‘ino/jedwolrp epeiaq epn
nedng ey werep uep ‘(I uoasy) euwrejeld [33ur], ueurdwig
1eqelod yojo ueynyeip sued uejeqer seui ueueeliod ynjun nedng (g

‘uema(
sLrejanjag yo[o rueduejepue)ip dds ‘Qadd Briey Hep Uesueuamos
ueyedunrnjad yosjoraduwour yealas (dd enIay [B{em Yo[0 Uexliqialip
jedep sedn) jeins ‘nno/jedwayip epeiaq Nepn qadd erey
ey urerep uep ‘qydd e1o88ue uep qidd IS [Bem/qddd emay
yo[o uexnyenp Sued uejeqep seulq ueueleliod ynjun qydd eray (g

‘Yeloe( SLrejaIyas yojo rueduerepuelp qds ‘nedng [prem /nedng
yo[o uesneip SueA uejeqer seulq ueueeliag ymun nedng (1
‘yo[o rueduejepuerp /UexiiqIa)ip
(yy muny eped pnsyewip euewredeqos (S uUep sedny jeins
{(@ds) seuiq ueueeliag jeing uejiqiouad resep pelusu se3m jeing
‘'sedn], jeang urerep 3ueniio) 3uek QdS BUeSIE[od uesele yejunad
Tensas UeNNB[IP (dS ®BUeSHB[dd Y90 UBjeqE[ SeuUlg UeBUe[eld

‘emoqures|
uelBRWEIIY UBp ‘Nundauog UejewWrody| ‘Ble)() BQUNIONBA UBJEUIBIDY
‘elel] NSNSIN} UBJBWEDIY ‘Jeleg NSNSINY UBJBWEIIY ‘NSNSINY
uBlBWERIYY LIBp WIpId) 3ued eieln uoing udjedngey yele[im uenjesay
yerepe (o) jnuny eped pnsjyewip euewredeqos uajednqey sejeq

‘usyednqey urerep 1p ueyuesyep sueh uejeqel seurp ueueelisg (g
‘usjednqey sejeq nemajowr 3uek uejeqel seurp ueuereliad (1
tuxeA ‘enp 1pefusw uexduo[odip uejeqel seurp ueuereliog
uewesewad yeduwa) B103] o JIY3EId) Sueh UBNpnpay]
jeduio], wrep erunp [edduruawr Jued 1I1039N Tremedad/eredoN
reqelod yezeuol uewresewad jeduwa) o uesrejueduaw /yndwaludur (11
‘seur( ueuereliag
ueyNyeew uweep erunp [edduruow 3ueA 11939N remedod/eredoN
1eqelod yezeusl uewresewad jeduwia) oy uesrejueduow /indwalusur (1
‘uveynerad uep ueyipipuad nnyduaw (g
‘e8/s/1s/ewordi(q erejes uesprpuad grojduswr (g
‘LI980N remedad Ueleyasay|
18uag smeley uesnindas uesiresepiaq uejeqoduad uesjedepuswr (g
‘seBn) ueynyeew euarey /njyem eped B19pao jedepuow vudIEY
J91op ue3ueIa)dy JeIns uedIeseptaq uejeqoguad yosroredurowr (g9
‘uereqel uedunuadoy
eund eAuuBlBY2S9Y JuBjud] I9330op uedurladlay jeins uedjedepusw
ynyun ‘Snfunjip Suek ueyeyasas IM3uad 19330p Sueiooss depeysduawr
neje L1a8aN Ttemel3ad uejeyasay I1Mm3uag sralfepy depeyduowr (g

_Z.b_




seurp ueduepun jeins urerep uexdelayp Sued ey yerwnl uedusp
rensas eAustuafos mneye doysijiom ‘stuxe) ueduiquiq ‘ueynerad
uep ueyipipuad uejersey ymjun seurp ueuerelrad ey yerwnp (g
‘agdy suejua) dnqiadey uep epiaodey ueeurndwoluad
uep Isenfea? ‘ueunsndAuad  Jre’Ia)]  ISBUIPIOOY  uejeiday (o
‘'seSN] jeins uexjiqiauow ueuamiaq 3ue jeqelod Lrep seurp
ueueelrod se8n) ueeuesyeod uedueluediod uedueidsy jeing (q
‘ueyerday] ueeuesyerod Jesep pelusw
duef ueduepun jeins weep ueydejoyp 3ued ey yerwnl rensog (e
Tey wrerep ‘(g) ex38ue eped pnsiyewip euewredeqos
ey (ewr) ¢ ryiqepew jedep seurp ueuerelrad ey yerwng (f
‘ered3uas], 1some[ns
1ISulA0ld yeAerm werep uejeiday ueeuesye[od yeajes ey mesg (@
{(ueyerdoy ueeuesyeod jeduwa) yeroep) eredduo] 1somemng
IsurAold yede[iy Ten Ip uejerdoy ueeuesije[od ye[ejes Lrey myeg (p
‘uejerdoy ueeuesyead Lrey njeg (o
(uejerday ueeuesye[od yeduwa) yeioep) ere33ug], Isome[ng
ISUIAOld yeAe[ip Ien’] 1p uejerdoy ueeuesyeod wnjaqas ey nies (q
‘ere33ug], 1some[ng
1ISUIA0ld YeAe[im weep uejerday ueuesye[od wnjeqos Lrey nies (e
nyLIaq redeqas
ueUL uedudp ‘wey (ewr) ¢ rewnsyew eIegdduo], ISOME[NG ISUIAOI]
yeAem renj 1p uexeuesie[lp 3ueA Isejnsuoy uep Iseulpiooy jedey (g
‘yetae( jeiojyadsu]
eped 7Jipne ueuesyeed ueduop uejeresIaq Jued ueeIda)y (p
{yerse(  yejuLowad ueduenay] uerode] 3ULIoAUISUOY]
uep ggdyv S8uejual dnqiadey uep epiadey ueeuinduwaoluad
uep I1senea? ‘ueunsnduad  JrexId]  ISBUIPIOOY — uejerday (o
‘sedn) jeins uejiqlousw Fueuamiaq 3ues jeqelod Lrep seuip
ueuereliod sedn) ueeuesyeod ueSueluediod uedueisjoy jeing (q
‘ueyerdoy ueeuesye[ad Jesep 1pelusw
dued ue3uepun jeins werep uexdelayp 3ueA ey yerwnl rensog (e
Tey urerep ‘(1) ex3ue eped pnsiyeullp euewWeseqas
uey (e3n) ¢ ryiqepwr jedep seurp ueuerelrad ey yejump (g
‘uejerday ueeuesyeod ye[ejas Lrey meg (o
‘ueyerdoy ueeuesyerad Lrey myes (q
‘uejerdoy ueeuesye[od LBy wnfoqos Lrey njes (e
‘UeIdULI UB3uap ey (e8n) ¢ rewnsyew eresdsdug], ISoMe[NS ISUlA0ld
Jede[im weep uexeuesse[Ip Suek ISB)[NSUOy uep Iseulpiooy jedey (I
nyLIaq redeqoas UBNNJUIP
ey yeunl uesejeq ‘ISejnsuoy uep Iseulpiooy jedel uejerday
jymjun uojednges sejeq npemopw Jued uejeqel seurp ueueleliod
‘uesednuad reseq (S
‘sedn) ueeuesye[ad jedwo], (¢

‘se3n) ueeuesyerad nxepm (¢

‘sedn) euesyedd (g

‘sednm) woquiad (1

nyLIaq redeqos ey-fey ueyjurnjueduaw ¥Iipas 3uifed sedn] jeing

‘ueduepun-3uepuniad ueinjerad UeNIUIIOY

rensas ynlunjip Sued jeqelod epedoy uesisedoroprp jedep (1) jnuny

eped pnsyewip euewredeqss sedn) jeins uejiqiouad ueZUBUIMIY]
"Jelde( yexqsueldd ereday Yoo ruedueiepuelip dds ‘Yeloep
yex3uerad el1oy uenjes eped NSY UON ®1I9s euBSHE[3d leqelod
uep reuoisduny jeqelod ‘(Al uojesi) semeduad 1eqelod Yoo uesnsenp

Suel uejeqepr seulq ueueellad ynjun yerseq jexdueldd ereday (9

_Ev_




‘Uejewedds Yyede[m Jejue undnew uejeuredsy njes yeAe[im werep
jreq erej() uoing usjednqey yeAe[im urerep ueseuesye[ip Suek seurp
ueuerelrod yerepe usjednqes yeioep werep uejeqel seurp ueuereliod e

usjednqey] yeior(q urere( seul( ueueelisd efuejog ueeruesyeRd ‘€'
‘sedny
oqurad 1rep sedny uedueluediad ueSuers)os jeing edniaq uswN{Op
uesiridweow uedusp uenlnjesiod jedepusw ynjun uesejurwip jedep
(n) ynmy eped pnsyewip euewredeqas BJ03 WEEP UBEBIBPUSY BMIS
uep ‘sejuosaidar Suen ‘uedeurduad edelq ‘veurey Suen ueyeque], ‘A
‘8103 werep
ueeIEpuUdy BMIS UEp ‘Isejussaidar Suen ‘uedeurduad ederq ‘uerrey
3uen ueyequre) uexLaqIp yedep (dS BUBSYE[9d ‘UBTE[R[oY /UBYE[ESIY
Uo[0 Ue3qeqasIp Jepn uep qds/sesn], jeing werep uexdejoyp Sued
ey yequn( iyiqajow uejeqep seul(] ueueeliod ey yeqwnf rey wereq n
“eAustuafos uep ‘reurwss ‘qeder nnyBusw
ueduepun/jeins urerep uejeqer seuiq ueuerelisd edeiq ueueqoquad
reudBuawr uenyejusquad ueyredureAuowr ereS8usppAuad  enueq 4
‘adis
vdd eped uexueqoqip pnsyewlp uejeqer seulq ueuerellsd eleiq
“ered3duaaiuad enrued ysjo 3un33uelrp yepn eAusiuafos uep ‘reurwss
‘Jedes pnyiduow ynjun uejeqer seulq ueueellad edeiq rey wepeq °s
“eregguaraAuad enrued yojo Sun3due)rp
dued uejeqep seulrq ueueeliod edelq uedusp uesjeuessep vAusiualos
uep ‘reurwss ‘“yeder nnyiduow ymun uejeqer seurq ueuerelisg I
‘ueinyduesiaq
urdwepuad ueSuojo8 ueduop reEnsss uewey Juen ueIesaq
ueduop eAuure] uemop uedexduo[ey Jere/istwoy/ QA uveurdwig
seurp ueuereliad sejiise; ueduop eures ued seurp ueuerelrod sejise;
uexLaqIp ‘eAuure] uwemop uedexgus[ey Jere/srwoy/qydd ueurdwig
ue3usp ewesiaq seurp ueuerelrod uesnsjedw eIl UeNIUOY NYELISq
evAuure] uemop uedex3uafoy yere/1stwoy] /qudq weurdwid Suidurepusag b
"INgasia) vAuure jeis uep
uepnle ueduo[od rensas ueLrey 3uen epras ‘eAurdurduwrepip Suek yeqelad
ue3uop ewes 3ued uedeurduod eped yepusis) neje Jepuels Jewey
Jurey uweduop uedeuiduad vAelq uexLaqIp jedep erejn uoing usjednqey
Ienpey seurp ueueeliad ueyeuesyew weep ueN8uesIiag
duel 1jeqelod 1Buidwepuow Sued yeldeq SLEBRINOS eBYESh
BlE] JelIS ‘Qidd emey uepnly ‘medng [pfem uepnly ‘nedng uepnly -d
"]S00 D24 eIedas uesleleqip Uep seulp
ueeIepUuoy ueyeung3usw yepn eliqede uesLaqIp 1selrodsuen eAeiq (g
urens /1nsI BlI0saq Iipey uesingaiusw uek
ueduepun uedusp ueqnyNqip snrey ueqemefSunS8uelrod ymun (g
‘Burdurepip 3ueA jeqelod
ueduap erejss ueyLeqip 3ued 1sejrodsuer) UBp [SEpPOWONe SeIse] ([
In{LIeq redeqas uenjualay ue3uap ueqifemay] Uep ey ues[LaqIp
‘Turens /111s1 ue3USp BWESIS] LIPBYIP STurey eAuseSn) jejis vuarey Suek
I uofasd jeqelod uep ‘qydd wioddue/ueurduy ‘nedng [em ‘nedng 1
‘11 ueduojo3
NSV 3odwojey uedusp ueserejasip eAuure] /1ue) soduroay/
NN odwopay/ Jexeredsewr sodwo[aey /enuoy efeusy (9
‘eAuueduojo3d rensas uenNelI2QIP NSV Snjeisiaq sninduad (p
‘111 ueduojod uesrerejasip v1033uy (o
{III uoraesa
jeqefod ueBuop ueserejasip eljod enjed/ereyepuaq /sLrejossas (q

_g.b_



‘ueyeqel uep ewreu (]

:ure] erejue ueueyouriad Is]

‘JejuLauIad Uizl

jeans jedepuow Jynjun Jnuraqnd Me[EUW [BISPUI SLIBJAINS epeday]

adou ren] 9y seulp ueuereliad ueuoyourrad ueynfeduowr edluure]

remedod /yeqefod ‘qadd ej083uy uep uveurdwid/medng [Bepm /medng
“(8) muny eped pnsxeurp

euewredeqas L1a39U Jen| 93 seurp ueuereliad 1sensiurpe uswnijop (g

‘ojuay epedoy Jnuiagqnd ueuoyouriad jeins ([

mndijow

vj0y /uajednqgey yejuuowad ueduny3ul] 1p eAuure] remedad/jeqelod

BLOS (Qadd e1033ue uep ueurdund/nedng [yem/nedng

jynmun we8au Jen| 9y seurp ueueeliad ueeuesyeod uejlerefsiod -

reuoiseuiajul ueilueliod ueueduejepueuad uejresjioq exil uenlny
eIe3ou Ip eisouopu] MIqnday UeB[IemIdd ISBULIJUOY jeIns uep

‘euresel1oy exduel weep ynuad eseny jeing ‘ewreselioy yesseu(]]
ueelepnqay /uejeqeyestad uedunluny

yexro) eIl ersouopul Hqnday ue[D{EMIdd ISBULIUON Jemns(Qf
yeiaep 1suajod rsowoid ueduap jrex1d) eyil uenng

eIegou 1p BIsauopu] JIqnday] ue[yemiad ISBULIJUOY jelns uswnsop (g
‘ueynerad

uep ueyipipuad ueduop resta) eIl emsiseaq uelduela)dy jeins (g
1ao38au reny eyrd ueduap
yerdep yejunowad eweselioy ueduap jrexia) eyip ‘uenlny eredou
Ip eisauopu] Jqnday ue[emiad ISBULIJUOY jeing uep ‘eureselioy

exgduel weep ynuod eseny jeing ‘euwreseliay yesseu uawndop (2

‘ueduepun jemns (9

‘elroy uenoe exduerdy (g

‘BsIA (P

9runrad 1xy (€

{(Jxodssed 201a108) seurp Jodsed (g

‘yejuuowad urzr yeang ([

Iure| eIejue

‘198ou Jen| o3 seulp ueueeliod ISENSIUIWIPE USWNOP B{I[IWUOW STLIEY

edaou gen| 93 seurp ueueeliad uesnseowr urerep remedad /yeqelod

‘yeioep uedunuaday uep yeidep

yejuowad ‘yejuriowad eloury uejex3uruad 18eq  uesjeRjUBWIP

jedep JuL{uoy eIBOSS 11989u Jen] 93 seulp ueuereliad [isey-[isey

‘yeiaep eredoy [em uep yerloep eredos wnuwm ueyriuad (4

‘uoprisaid [yem uep uapisaxd ueymuad (g

‘qadd uep ‘add ‘¥dd eroddue wnwn ueyirwad (g

‘urefe eueouaq 1pelia (1

:ure] BIejue yesopuow SueA 11982u wreep Ip Se8n) ueeuesyeLdd -

esopuow 3ueA epe 3epn L232u weep Ip sedn)

ueeuesyeod eriqede uesnsfe[ip jedep 11989u Jenj a3 seulp ueuereliog
‘Iagau ren| eweselioy uedunqny uejesduruad

ueduop uejrextoq Juek sejuoud uep 183un jedues 3ued uedunuadoy

F}njun Jnsa[es jesues ue3uap UBNNY B[P 11932U Jen] o3 seulp ueuereliod -

‘Teuorsewryul uerlueliod ueueduejepueuad (g
‘reuorseuraju] uenwolrad (L

‘ueedepnqay /uejeqeyesiad uedunfuny (9
‘gesoep 1suajod 1sowoad (g

‘Isuaiajuoy /eAreseso] /reurwas (4

‘urpueq iprys (g

‘ueynerad uep uexprpuad (g

_L.b_

L

ol



6.5.

-48-

2) nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;

3) tujuan kegiatan;

4) manfaat;

5) kota/negara yang dituju;

6) agenda;

7) waktu pelaksanaan;

8) sumber pembiayaan

Permohonan dimaksud diterima oleh Menteri dan/atau Sekretaris
Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan
kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat
rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani rekomendasi
perjalanan dinas ke luar negeri bagi bupati, wakil bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, anggota DPRD, pejabat eselon I, dan atau pejabat
eselon II.

. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris

Jenderal menandatangani penolakan perjalanan dinas ke luar negeri
bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan atau staf.

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling
lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan
tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

. Komponen dan besara biaya perjalanan dinas ke luar negeri

berpedoman pada Peraturan Bupati Buton Utara tentang Standar
satuan harga barang dan jasa.

. Hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan dinas jabatan ke luar negeri

yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Belanja Uang Lembur dan uang Makan Lembur

a.

Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada waktu-waktu tertentu
di luar waktu kerja normal yang telah ditetapkan.

Uang lembur adalah uang yang diberikan kepada ASN dan Non ASN
yang melakukan kerja lembur, yang dihitung dalam satuan jam.

Uang makan lembur adalah uang makan yang diberikan kepada ASN
dan Non ASN yang melakukan kerja lembur, yang dihitung dalam
satuan hari.

Kerja lembur bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan
yang mendesak serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Kerja lembur dilaksanakan berdasarkan surat perintah kerja lembur
dari Kepala Perangkat Daerah;

Uang lembur dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang
melakukan kerja lembur minimal 1 jam penuh;

Uang makan lembur dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang
melakukan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-
turut;

Jika kerja lembur dilakukan pada hari libur kerja, maka uang lembur
diberikan dengan hitungan 200% dari hitungan normal.

Jika kerja lembur dilakukan 8 (delapan) jam dalam sehari maka uang
makan lembur diberikan dua kali lipat dari besaran uang makan
lembur normal.

Besaran uang lembur dan uang makan lembur berpedoman pada
Peraturan Bupati Buton Utara yang mengatur standar satuan harga
(SSH)
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Pelaksanaan lembur pada hari kerja dihitung maksimal 4 jam,
sedangkan pada hari libur dihitung maksimal 8 jam.

Pelaksanaan Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

a.

Pembayaran belanja honorarium Penanggung Jawab Pengelola

Keuangan dilakukan berdasarkan:

1) Keputusan dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang

undangan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan daerah;

2) Ketersediaan anggaran dalam DPA OPD

Besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

berpedoman pada Peraturan Bupati Buton Utara tentang Standar

satuan harga barang dan jasa;

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan meliputi:

1) Pejabat Pengelolaa Keuangan Daerah (PPKD) Atau Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA)

2) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

4) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

5) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan

6) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau Bendahara

Penerimaan Pembantu

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD,

diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab

pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1) kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih
dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai
dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas
pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi
honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA

2) untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja
pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk pembantu
bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium pembantu
bendahara pengeluaran pembantu atau pembantu bendahara
penerimaan pembantu diberikan sesuai peraturan Bupati tentang
Standar Satuan Harga.

3) dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan
fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan
honorarium dimaksud.

Pelaksanaan Belanja Honorarium Pengadaan barang dan Jasa, Perangkat
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
a. Pembayaran belanja honorarium pengadaan barang dan jasa

dilakukan berdasarkan:
1) Keputusan dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang
undangan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan daerah;
2) Ketersediaan anggaran dalam DPA SKPD

b. Besaran honorarium pengadaan barang dan jasa berpedoman pada

C.

Peraturan Bupati Buton Utara tentang Standar Harga Satuan Barang

dan Jasa;

Honorarium pengadaan barang dan jasa meliputi:

1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan.

3) Honorarium Pengguna Anggaran, diberikan dalam hal:

a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang,
konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Dalam hal pejabat pengadaan barang jasa dan kelompok kerja

pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola
pengadaan barang jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas
tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ
tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pelaksanaan Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas,
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

a.

Besaran honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan
panitia berpedoman pada Peraturan Bupati Buton Utara tentang
Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;,

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar,
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis
(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik
dilakukan secara panel maupun individual.

2) narasumber atau pembahas berasal dari luar satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

3) narasumber atau pembahas berasal dari dalam satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

4) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honor
sebesar 50% dari honorarium narasumber/pembahas.

. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil

negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar,
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis
(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara;
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2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan / atau masyarakat.

. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil
negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar,
rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium,
lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri,
Bupati, wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas
SKPD dan/atau masyarakat
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi
tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, uorkshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang
peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan
sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur
sipil negara  harus  dilakukan  secara  selektif dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu
pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat
puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling
banyak 4 (empat) orang.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Honorarium Tim Pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang
yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk
melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan
kepala daerah atau sekretaris daerah.

2) Honorarium Sekretariat Tim pelaksana kegiatan diberikan kepada
seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif
untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim
pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim
pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya
dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.

3) Pertimbangan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium
sebagai berikut:

a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

e dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani oleh kepala daerah;

e antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang
ditandatangani oleh sekretaris daerah.

c) bersifat temporer dan pelaksanaan Kkegiatannya perlu
diprioritaskan;

d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
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e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien
4) Keanggotaan Tim berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah,
5) Jumlah keanggotaan tim berdasarkan klasifikasi tambahan
enghasilan pada kelas jabatan tertentu, rincian sebagai berikut:

Klasifikasi
No Jabatan I 1 I
1 | Pejabat Eselon II 2 Org 3 Org 4 Org
2 | Pejabat Eselon III 3 Org 4 Org S Org
3 | Pejabat Eselon IV,| 5O0rg 6 Org| 7O0rg
pelaksana, dan pejabat
fungsional

6) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten/kota
yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) per bulan

7) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten/kota
yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta

N rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) per bulan.

8) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten/kota
yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan
atau belum menerima tambahan penghasilan.

9) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan

yang ditetapkan oleh kepala daerah;
b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.

10) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau
kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas
keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas

- dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.
6.9. Pelaksanaan Belanja Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli,
dan Beracara

a. Besaran honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan
Beracara berpedoman pada Peraturan Bupati Buton Utara tentang
Standar Satuan harga barang dan jasa.

b. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain
yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau
keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang
diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di
pengadilan.

c. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium
dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli
dapat memberikan honorarium dimaksud.

d. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk
beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan
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sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan
pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

6.10. Pelaksanaan Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan,
Rohaniawan, Tim Penyusunan Jurnal, Tim Penyusunan Buletin atau
Majalah, Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dan lain-lain

a.

b.

Besaran honorarium berpedoman pada Peraturan Bupati Buton Utara
tentang Standar Satuan Harga barang dan jasa.

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai
pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat
untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat
yang berwenang.

Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan
penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yag sejenis
dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Jika diperlukan dalam
menyusun jurnal nasional dan internasional dapat diberikan
honorarium kepada mitra bestari (peer review).

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan
berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang
topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media
cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau
pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan
untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk
media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website
atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam
hal pengelola teknologi informasi atau uebsite sudah merupakan
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam
komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau utebsite
tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan
kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau
pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan
pemerintah daerah.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten/Kota diberikan
sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada
penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik,
seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi
akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian
non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur
kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial
sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
meliputi Honorarium Penceramah, Honorarium Pengajar yang berasal
dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, Honorarium
Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara, Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan
Pelatihan, Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan
dan pelatihan
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1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang
memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience
sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan
pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
atau masyarakat;

b) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat;

c) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal
dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang
kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara.

3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar
yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi
widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal
jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi
tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian
honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a) bagi widyaswara, honorarium dimaksud diberikan atas

kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan
ketentuan peraturan perulndang-undangan;

b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul
pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul
pendidikan dan  pelatihan lama dengan  persentase
penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan
paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan
dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan
pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang
menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan
dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan;
b) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan
urgensinya;

¢) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% dari
jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan;
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d) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang;

e) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

i. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada
anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala
daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh)
anggota.

6.11. Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara

a. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan
dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan
dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD,
dan/atau perolehan lainnya yang sah.

b. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan
Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya,
baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung,
maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau
lanjutan pembangunan bangunan gedung.

c. Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau
seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana
dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah,
status kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan
(IMB)

d. Status hak atas tanah berupa sertifikat tanah; dan/atau bukti izin
pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang
negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang
bersangkutan.

e. Status kepemilikan bangunan gedung berupa surat bukti kepemilikan
bangunan gedung atau surat penetapan izin pemanfaatan dari
pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas
bangunan gedung.

f. Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung sebagaimana dimaksud huruf
(c) tidak dikenai retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g. Komponen baiaya pembangunan bangunan gedung negara meliputi:
1) biaya pelaksanaan konstruksi;

2) biaya perencanaan teknis;

3) biaya pengawasan teknis;

4) biaya pengelolaan kegiatan

h. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang
digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik Bangunan
Gedung Negara.

i. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk
komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan.

j. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas:

1) biaya standar, dihitung dari hasil perkalian antara total luas
Bangunan Gedung Negara dengan koefisien atau faktor pengali
jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi.
Koefisien atau faktor pengali jumlah lantai ditetapkan dengan
Keputusan Menteri;

2) biaya nonstandar, dihitung berdasarkan jenis pekerjaan,
kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar
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k. Keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak 150%
(seratus lima puluh per seratus) dari keseluruhan biaya standar

l. Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara bulanan
atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan
pekerjaan fisik di lapangan, yakni sebagai berikut:

1) pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau
(Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling
banyak 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak;

2) masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir
atau (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima
per seratus) dari nilai kontrak.

m. Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang per bulan dan biaya
langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung
personel (billing rate).

n. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

2) materi dan penggandaan laporan;

3) pembelian dan sewa peralatan;

4) sewa kendaraan;

5) biaya rapat;

6) perjalanan lokal maupun luar kota;

7) biaya komunikasi;

8) asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance);

9) pajak dan iuran daerah lainnya.

0. Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian
prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:

1) tahap konsepsi perancangan sebesar 10% (sepuluh per seratus);

2) tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh per seratus);

3) tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima per
seratus);

4) tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar
detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta
Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25% (dua puluh lima per
seratus);

5) tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar
5% (lima per seratus);

6) tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas per seratus).

p. Biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau
biaya manajemen konstruksi.

1) Biaya Pengawasan Konstruksi merupakan biaya paling banyak
yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan
konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

2) Biaya pengawasan konstruksi dihitung secara orang per bulan dan
biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan biaya
langsung personel (billing rate).

3) Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:
a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

b) materi dan penggandaan laporan;

c) pembelian dan atau sewa peralatan;
d) sewa kendaraan;

e) biaya rapat;

f) perjalanan lokal dan luar kota;

g) biaya komunikasi;
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h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;

i) penyiapan dokumen pendaftaran;

j) asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance);
k) pajak dan iuran daerah lainnya.

q. Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara bulanan
atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan
pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan yakni sebagai
berikut:

1) pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik
sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over)
pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh
per seratus);

2) pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah
terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi sebesar 10%
(sepuluh per seratus)

r. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang
digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

s. Besarnya biaya manajemen konstruksi dihitung secara orang per
bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan
biaya langsung personel (billing rate).

t. Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau
penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

2) materi dan penggandaan laporan;

3) pembelian dan atau sewa peralatan;

4) sewa kendaraan;

5) biaya rapat;

6) perjalanan lokal dan luar kota;

7) biaya komunikasi;

8) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;

9) penyiapan dokumen pendaftaran;

10) asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance)

11) pajak dan iuran daerah lainnya

u. Pembayaran biaya manajemen konstruksi dilakukan secara bulanan
atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan
pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di
lapangan yakni sebagai berikut:

1) Persiapan atau pengadaan penyedia jasa perencana sebesar 5%
(lima per seratus);

2) reviu rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen
perencanaan sebesar 10% (sepuluh per seratus);

3) pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi fisik sebesar 5%
(lima per seratus);

4) pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan
berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan
sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over )
pekerjaan konstruksi sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);

5) pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over)
pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus).

v. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional unsur
K/L atau OPD, meliputi:

1) honorarium staf dan panitia lelang;

2) perjalanan dinas;

3) rapat;
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4) proses pelelangan;

5) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai
dengan pentahapannya,

6) penyusunan laporan;

7) dokumentasi;

8) persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau
dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara

w. Tata cara pembayaran pelaksanaan kontruksi, perencanaan

kontruksi, pengawasan kontruksi, manajemen kontruksi dan

pengelola kegiatan konstruksi mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN BELANJA

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah,
yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah
dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

7.1. Ketentuan Umum

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan di
undangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk
pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang di persamakan dengan SPD.

e. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD
dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui
PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD. SPP dimaksud meliputi SPP UP; SPP GU;
SPP TU; SPP LS.

f. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD. SPP dimaksud meliputi SPP TU dan SPP
LS.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

h. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka mengganti UP, dilampiri dengan dokumen
asli pertanggung jawaban penggunaan UP.

i. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:

1) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA/KPA beserta bukti transaksinya;

2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

3) mengujiketersediaan dana yang bersangkutan
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Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan
tidak dipenubhi.

Bendahara  Pengeluaran /| Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang di
laksanakannya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit
SKPD.

Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan
Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.

Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

Rekening PPTK ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran;

Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja,
PPTK mengembalikan kelebihan wuang panjar dimaksud kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening
PPTK.

PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar

a.

b.
C.

PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan rencana
pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

PPTK menyiapkan NPD

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja
sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat
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7.4. Uang Persediaan

a. merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan
mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP di dahului
dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan
menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

c. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali dalam
satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;
2) rencana pembayaran belanja menggunakan mekanisme LS;
3) besaran anggaran SKPD.

d. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit
SKPD.

e. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara

-~ Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

f. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
serta waktu pelaksanaan kegiatan

g. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-
buku terkait.

h. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang di limpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

i. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai di
laksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalui pemindah bukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

~ 7.5. Permintaan Pembayaran
- a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah;

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP
tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

3) PA menandatangani pernyataan bahwa uang persediaan akan
digunakan sesuai dengan peruntukannya.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui
PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan LPJ UP

3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggung jawabkan

4) SPP-GU di ajukan apabila UP telah di pergunakan paling sedikit
75% (Tujuh puluh Lima persen).

5) Pengajuan SPP-GU terdiri atas:
a) Ringkasan SPP-GU;
b) Rincian belanja yang diajukan sampai dengan sub rincian objek;
c¢) Laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan UP.
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Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1)

2)

3)

4)

PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan di danai
TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk
memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi
persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:

a) Kegiatan yang bersifat mendesak;

b) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.
PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai
syarat pengajuan permintaan belanja TU yang di dokumentasikan
dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian
menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada
PA untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian
Rencana Belanja TU kepada PPKD.

PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

1)

2)

PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai
dokumen pengajuan permintaanpembayaran LS Gaji dan
Tunjangan.

Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

a) Daftar perubahan data pegawai yang di tandatangani oleh
pejabat sesuai kewenangan,;

b) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang
telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:

(1) gaji induk;

(2) gaji susulan;

(3) kekurangan gaji;

(4) gaji terusan;

(6) SK CASN;

(6) SK ASN;

(7) SK kenaikan pangkat;

(8) SK jabatan;

(9) kenaikan gaji berkala;

(10) surat pernyataan pelantikan;

(11) surat pernyataan melaksanakan tugas;
(12) daftar keluarga (KP4);

(13) fotokopi surat nikah;

(14) fotokopi akte kelahiran;

(15) SKPP gaji;

(16) surat keterangan masih sekolah/kuliah;
(17) surat pindah;

(18) surat kematian,;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan
peruntukannya.

c) Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi rencana belanja
gaji dan tunjangan untuk memastikan belanja gaji dan
tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
dan SPD telah disediakan; serta menecliti validitas perhitungan
dokumen daftar gaji.

d) Bendahara Pengeluaran menyiapkan pengajuan permintaan
pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan
dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut
disampaikan kepada melalui PPK-SKPD.

e. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa




1B

-64-

ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan
diajukan telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan
keputusan Kepala Daerah dan/atau dokumen pendukung
lainnya.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
Permintaan LS pada Pihak Ketiga lainnya yang di
dokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaanpembayaran LS pihak
ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /
PPK-Unit SKPD.

Permintaan Membayar

a.

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa

BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-

SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi

kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran;

Jenis SPM terdiri atas: SPM-UP; SPM-GU; SPM-TU; SPM-LS Gaji dan

Tunjangan; SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa; SPM-LS Pihak ketiga

lainnya;

PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS

dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir;

Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat

menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM

berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang

diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah;

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan

pencatatan pada register SPM;

Perintah Membayar UP:

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan SK Kepala Daerah.

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang di
dokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran.

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

Perintah Membayar GU

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan
UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran dengan langkah berikut:
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a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;,

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c. Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan
dokumen perpajakan terkait.

d. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ
Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan

dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling

lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD

menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang

didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan

dilengkapi:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist

kelengkapan dokumen.

Perintah Membayar TU

1)

2)

3)

4)

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai

dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD /PPK-Unit

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c. Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1

(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah

Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan

dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

Perintah Membayar LS

1)

Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:
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a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran,
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja

terkait telah disediakan; _
c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam
dokumentasi di sistem.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,
PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah
Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA;

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen

5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang
dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa
BUD

7.7. Perintah Pencairan Dana

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan

sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA.

Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra

kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran

kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses
perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat
informasi tentang:

1) Baki Rekening yang akan dicairkan
2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci menjadi:
a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia
barang/jasa
b) potongan yang bersifat transitoris

b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan
Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah
Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.

c. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat
Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran,;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM;

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA

apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung J awab Mutlak PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak
tersedia.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam

proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM

paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD

menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam

SP2D paling lambat 2 (dua) hari.

7.8. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas
pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya. Pembukuan yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan
buku- buku sebagai berikut:

FOTER MO Q0o

1.
Pel
a.

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Kas Tunai

Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:
Bukti transaksi yang sah dan lengkap

SPP UP/GU/TU/LS

SPM UP/GU/TU/LS

SP2D

Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

aksanaan pembukuan sebagai berikut:

Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) Penerimaan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku
Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank
di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

2) Pelimpahan Uang Persediaan
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Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada BukuPembantu
Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang
dilimpahkan.

Pergeseran Uang Persediaan

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank

ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan

penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan
pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan
jumlah UP/GU/TU yang digeser.

Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan

bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non tunai,

dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu

Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek

Belanja pada kolom UP / GU / TU sejumlah nilai belanja bruto.

Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran

uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar

uang yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran,

pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku

Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas

penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan

di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi

pengeluaran.

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari
PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang
dikembalikan.

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di
BukuPembantuBankatauBukuPembantuKasTunaipadasisi
pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

Belanja melalui LS

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan

melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi
pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku

Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS

sebesar jumlah belanja bruto.

Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a) Pada saat pemugutan / pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak
di sisi penerimaan.

b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada
BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi
pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani
oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan
Kas.

7 9. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran
a. Pelaksanaan pekerjaan/ pembayaran atas ikatan perjanjian /kontrak/
perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun
anggaran dapat terjadi akibat:

1) Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
diselesaikan 100% pada tahun berkenaan.

2) Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang dan jasa.

3) Keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang dan jasa termasuk keadaan kahar(force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan.

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap
pekerjaan yang telah diselesaikan100% pada tahun berkenaan,
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD.

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

3) Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah
melakukan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

3) Mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali
Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk
keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- undangan,
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi
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bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau
pengguna barang dan jasa;

2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (forcemajeure) sesuai
peraturan perundang-undangan;

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan di
beritahukankepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

5) Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain

hasilputusan pengadilan yang bersifat tetap,pemerintah daerah
melakukan tahapan sebagai berikut:

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah
daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

2) Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

4) Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu
oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk

menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui

tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.

7.10. Belanja Wajib dan Mengikat

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan

dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang
bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
berkenaan. Pengaturan sebagai berikut:

a.

b.

Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan kepala daerah
tentang belanja wajib dan mengikat.

Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing
SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan
KabupatenA,SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang
sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A
penerbitan SPD diberikan per triwulan

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD,atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.




d.

A

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib
dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Dalam hal
keterlambatan penetapan APBD; dan Dalam hal dokumen belum siap.

7.11. Sub Kegiatan Yang Bersifat Tahun Jamak

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan

dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1(satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Pengaturan
sebagai berikut:

a.

Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan
Daerah

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

1) nama sub kegiatan;

2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;

3) jumlah anggaran; dan

4) alokasi anggaran per tahun.

Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas)
bulan; atau

2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti
penanaman benih/bibit,penghijauan,pelayanan perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan
pembangunan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa
jabatan Kepala Daerah.

4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak,masa jabatan Kepala Daerah
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun
jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun
anggaran

BAB VIII
PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN

8.1. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan
pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan
daerah adalah sebagai berikut:

a.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat

pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan,
sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran

. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindah bukuan

dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas
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Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).
Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

melalui RKUD.

Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan

Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD
untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerimaan.
Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban
untuk membayar kembali, yang bersumber dari:

1) pemerintah pusat;

2) pemerintah daerah lain;

3) lembaga keuangan bank;

4) lembaga keuangan bukan bank; dan

5) masyarakat.

Pelaksanaan dan penata usahaan atas Pinjaman Daerah dari
pemerintah pusat dilaksanakan melalui:

1) pembayaran langsung;

2) rekening khusus;

3) pemindahbukuan ke RKUD;

4) letter of credit; dan

5) pembiayaan pendahuluan.

h. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan

Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh
Kuasa BUD pada sisi penerimaan.

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan
Kepala Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang
undangan.

Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan
Pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah adalah sebagai berikut:

a.

b.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan,
sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan
anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari
denda dan/atau sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening
tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan
Kepala Daerah dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka
pendek lainnya yang berisiko rendah.
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Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana

Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana

Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan

Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai

indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub

kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah

ditetapkan.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan

peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk

investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak

kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah

merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan

hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan

2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan

Pengeluaran Pembiayaan.

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil

bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan.

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan;

2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD

diperkirakan surplus.

. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada

perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.

. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh

tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu

pada perjanjian utang/obligasi daerah.

. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan

melalui RKUD.
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v. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang
jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam
Peraturan KDH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

x. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik

BAB IX
PELAPORAN

9.1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung
jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.
Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yvang dilakukan secara elektronik.
1. Ketentuan Umum

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut
dilampiri dengan:

1) BKU;

2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

3) Register STS

4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

d. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan LPJ Fungsional yang
merupakan hasil konsolidasi dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan
dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:

1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang ter dokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

2) Meneliti transaksi penyetoran  beserta tanda  bukti
penyetorannya yang ter dokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya
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Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
Pengguna Anggaran.

2. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu

a.

b.

C.

d.

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
penutupan BKU.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan
dan Penyetoran.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan
Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan
bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara
Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

3. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggung  jawaban Bendahara

Penerimaan

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan
BKU.

b. Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan
Penyetoran

c. Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti
penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

d. Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat
oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5
bulan berikutnya.

e. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu.

f. Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam
proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

4. Tahap Penyampaian LPJ Administratif

a.

Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna
Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

1) BKU

2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

3) Register STS

4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda  bukti
penyetorannya yang ter dokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya
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c. Jika PPK-SKPD menemukan ketidak sesuaian dan/atau ketidak
lengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara
Penerimaan.

d. Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap
dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan
tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara
Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

e. Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ
Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

5. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional

a. Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan
(approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD

b. PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi
penerimaan.

9.2. Rekonsiliasi Penerimaan
Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD
memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah

~ sesuai ketentuan, yaitu:
il 1. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi
RKUD

2. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

3. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

4. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data setiap bulan

5. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi
penerimaan

9.3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara
) Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ
Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:
a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.
b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:
1) LPJ Penggunaan UP
a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada
setiap pengajuan GU.
b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
¢) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-
GU.
d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara
khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
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Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke
RKUD.

2) LPJ TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU
yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai
suatu sub Kkegiatan atau telah sampai pada waktu yang
ditentukan sejak TU diterima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

¢) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

3) Pertanggungjawaban Administratif

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya;

b) Pertanggungjawaban  administratif = berupa LPJ  yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

¢) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib
melampirkan bukti setoran sisa UP.

4) Pertanggungjawaban Fungsional

a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dilampiri:

(1) Laporan penutupan kas; dan
(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA.

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari
dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

c. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

a) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan
LPJ penggunaan UP.

b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran
pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap
dan sah.

2. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

a) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah

TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai
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suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang

ditentukan sejak TU diterima.

b) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU
kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti
belanja yang lengkap dan sah.

c) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU
sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan.

2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

3) Meneliti keabsahan bukti belanja.

3. Pertanggungjawaban Administratif

a) Penyusunan LPJ
1. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

2. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara
serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara
Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah
anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif
dan/atau per kegiatan yang dilampiri:

(1) BKU;

(2) Laporan Penutupan Kas;

(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b) Penyampaian LPJ Administratif
1. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara

kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

2. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan
terkait

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan
dalam buku atau laporan terkait

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhanterhadap
proses belanja dan pengeluaran kas

c) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada
Bendahara Pengeluaran.

d) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka
PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan
LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

e) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang
sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

4. Pertanggungjawaban Fungsional

a) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa
BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

b) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
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menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk

persetujuan.

5. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
a) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

1) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan

UP.

2) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

3) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara
Pengeluaran

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU

1) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai
suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang
ditentukan sejak TU diterima.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
KPA melalui PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

3) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap
LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

¢) Laporan Pertanggungjawaban

1) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5
bulan berikutnya, dilampiri BKU dan Laporan penutupan
kas.

2) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap
LPJ sebelum di tandatangani KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

9.4. Laporan Realisasi Semester Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
1. Ketentuan Umum

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan
kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar
sumber,alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi serta
ketaatannya terhadap APBD selamaperiode Januari-Juni tahun
anggaran berkenaan.
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode
Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-
unsur sebagai berikut:

Pendapatan LRA;

Belanja

Transfer;

Surplus/Defisit-LRA,;

Pembiayaan; dan

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis untuk 6 (enam)bulan berikutnya. Laporan

disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun

anggaran berkenaan.
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2. Ketentuan Pelaksanaan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
pada SKPD

a.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan

dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggung jawaban

pengeluaran daribendahara pengeluaran,PPK SKPD menyiapkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisSKPD
dengan cara:

1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran
dalam laporan pertanggung jawaban penerimaan bulanan dan
laporan pertanggung jawaban pengeluaran bulanan per
rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d.
Juni.

2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja
hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD
pada kolom realisasi semester pertama.

3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan
penerimaan

4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan
nilai rencana perubahan anggaran

PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk

ditandatangani.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti

ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian

data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.

. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku

PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD.

. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester

pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani
kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester
pertama berakhir.

3. Ketentuan Pelaksanaan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pemerintah Daerah

a.

Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang
diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan
langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis SKPD dengan:

1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di BUD.
Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah
Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah
Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris
Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk
mendapatkan persetujuan

Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada
Kepala Daerah untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan
Juli.

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan
Juli.
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BAB X
PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan APBD ini dibuat untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
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